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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT SURYA HUTANI JAYA (PT SRH)
UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) KINERJA PHL

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a. Nama LPVI
b.  Alamat Kantor

c. Email

d. Website

e. Nomor Akreditasi KAN
sebagai LPVI

f.  Penetapan sebagai LPVI
Pelaksana Penilaian
Kinerja PHL dan VLHH

g.  Tim Audit

h.  Pengambil Keputusan

2. IDENTITAS AUDITI

Nama Auditi
Alamat Kantor

c. Email
d. Nomor SK PBPH

e. Luas dan Lokasi Areal
PBPH

f. Nomor S-PHL

g. MR auditi untuk
kegiatan audit

PT Trustindo Prima Karya

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No.
80 Samarinda.75121

trustindoprimakarya@gmail.com

www.trustindo.net
LPVI-017-IDN
Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025

a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat / Ketua Tim Audit)

) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut. (Auditor PHL Produksi)
) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi)

) Ir. Wasis Kuncoro, (Auditor PHL Sosial)

e) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor VLHH)

Ir Kurnia, IPU

o O T

PT SURYA HUTANI JAYA (PT SRH)

Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman Kab. Kutai
Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

No. 1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November
2022

+153.875 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Prov.
Kalimantan Timur

004.SPHL.017 berlaku sampai dengan 11 Oktober 2030

Nama : Budi Kuswanto
Jabatan : Management Representatif
Surat Penunjukan : No. 002/SRH/11/2026, tanggal 12 Februari 2026
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3.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN

. . Waktu . . .
No. | Tahapan Kegiatan Audit Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan
1. | Pertemuan koordinasi 16 Juni 2026 Dilakukan secara online menggunakan
dengan : Direktorat PUPH aplikasi Zoom Meeting.
sebelum penilaian Terdapat informasi tentang auditi untuk
lapangan dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya.
2. | Pertemuan koordinasi 22 Juni 2026 Dilakukan secara offine di kantor instansi
dengan :instansi masing-masing, yaitu dengan
kehutanan di daerah a) BPHL Wil. XIIl Samarinda; dan
sebelum penilaian b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
lapangan Timur
c) Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form
F1-02.5a Rev.1
3. | Pelaksanaan penilaian 22 -29 Juni Dilaksakan di kantor lapangan dan areal
lapangan 2026 PBPH auditi.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan
pertemuan pembukaan, untuk
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan
pertemuan penutupan, untuk menyampaikan
hasil audit dan kesimpulannya.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan

dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7

Rev.1, dan untuk pertemuan penutupan form

F1-02.9 Rev.1

Pelaksanaan audit meliputi :

a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor
prasyarat (Suhardi), produksi (Rafael
Satria), ekologi (Mahardika Larasati) dan
sosial (Wasis Kuncoro) menggunakan
Standar :

1) Penilaian Kinerja PHL sesuai
Lampiran 1.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL
No, 2 Tahun 2026 tanggal 28
Februari 2026.

b) Verifikasi legalitas hasil hutan
menggunakan Standar VLHH Kayu
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022 oleh
auditor VLHH Hulu (Bayu Satria
Pramana)
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4,

No. | Tahapan Kegiatan Audit

Waktu

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan

a) Hasil audit dari masing-masing auditor,
dicatat menggunakan checklist sesusi
form F1-02.8 Rev.1

4. | Koordinsi akhir dan Senin 29 Juni | ® Dilakukan secara offline (luring, dan kantor
presentasi hasil Penilain | 2026 BPHL Wil. XlIl Samarinda dan kantor Dinas
Kinerja PHL sementara Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
kepada BPHL Wil. XIlI = Laporan sementara telah diserahkan kepada
Samarinda. Bp. Eko Soeprijadi

HASIL AUDIT :

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL :

A. | Aspek PRASYARAT

1. | Indikator Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi
1.1

a. | Verifier Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas
1.1.1 sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku

laporan TBT, Peta TBT dan BATB).

Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT SRH memiliki dokumen legal SK PBPH untuk pemanfaatan hutan tanaman
Singkat sesuai keputusan Menteri yang menangani masalah kehutanan sebagai berikut :
Justifikasi 1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-1/1996 tanggal 8 April 1996

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal
seluas +£183.300 Ha Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Timur; Jo.

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.684/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 yang
mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman.

3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November 2022 tentang
perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-11/1996
tanggal 8 April 1996. Berdasarkan SK tersebut terdapat perubahan luas
areal kerja dari £183.330 Ha menjadi £153.875 Ha.

Terhitung saat ini (2026), umur izin usaha (PBPH) mencapai 35 tahun. SK PBPH
berlaku untuk 43 tahun terhitung mundur sejak tanggal 5 Oktober 1991 sampai
dengan tanggal 4 Oktober 2034.

Pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini (2026)
berdasarkan dokumen perubahan RKUPH periode 2017-2026 yang telah disahkan
sesuai dengan SK No. 11645 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 diketahui bahwa
rencana penataan batas PT Surya Hutani Jaya adalah sepanjang 455.773 meter
dengan realisasi sepanjang 407.274 meter atau 89%.
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Terdapat perubahan batas PBPH terkait adanya perubahan kawasan berupa
APL yang dikeluarkan mengacu kepada SK Kawasan Hutan No. 397 Tahun
2025. PT SRH berkewajiban untuk merealisasikan tata batas temu gelangnya
dan menyusun rencana TBT secara keseluruhan.

Ketersediaan dokumen tata batas di lapangan tidak lengkap sesuai dengan
tingkat realisasinya khususnya dokumen Pedoman/ Rencana TBT pada Laporan
Pelaksanaan Tata Batas No. /IV-2/PP/1999 Tahun 1999, dokumen administrasi
dan Rencana Tata Batas mengakomodir perubahan kawasan menjadi APL
sesuai SK No. 397 Tahun 2025.

Verifier Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

1.1.2

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian 1) Realisasi Pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini
Singkat (2026) berdasarkan dokumen perubahan RKUPH periode 2017-2026 yang
Justifikasi telah disahkan sesuai dengan SK No. 11645 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024

diketahui bahwa realisasi penataan batas PT Surya Hutani Jaya adalah
sepanjang 455.773 meter dengan realisasi sepanjang 407.274 meter atau
89% sebagai berikut :

. Panjang Batas (m)
No Uraian — Keterangan
Rencana | Realisasi

Batas Alam 55.140 55.140 | Lap. TBT No. IV-2/PP/1999

Batas Buatan

1

2.

a. | Batas Sendiri 250.379 250.379 | Lap. TBT No. IV-2/PP/1999
b. | Batas Persekutuan

- PT Sumalindo Hutani Jaya 39.605 39.605 | Lap. TBT No. IV-2/PP/1999

- PT Anugerah Urea Sakti 62.150 62.150 | Lap. TBT No. 74/BPKH-IV-2/2011
- Taman Nasional Kutai 48.499 -
TOTAL 455773 407.274 | 89%

2) Terdapat Surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No.
S.837/BPKH.IV/PPKH/PLA.02.01/ B/ 10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 yang
menegaskan agar PT SRH merealisasikan penataan batas secara
keseluruhan dengan mengakomodir perubahan peta kawasan hutan Provinsi
Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 397
Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025 di mana berdasarkan ovelay dengan peta
tersebut areal PT SRH berada pada Hutan Produksi seluas 153.636 Ha dan
Areal Penggunaan Lain seluas 239 Ha.

3) PT SRH sedang menyusun rencana penataan batas sesuai dengan arahan
dan penegasan dari BPKH Wilayah IV Samarinda dengan mengacu kepada
perubahan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 397 Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025

4) Realisasi kegiatan pemeliharaan batas sebagai berikut :

Pemeliharaan Batas | Rencana | Realisasi
(Trayek) (m) (Km)

A | Tahun 2024

No. Keterangan
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Sebulu, Batas PT 3.400 3.400 | BA No. 02/BA/PS/Distrik Sbl/ll/2024
Khaleda
Sebulu, Batas PT 6.900 6.900 | BA No. 02/BA/PS/Distrik Sbl/l1/2024
Khaleda
Sebulu, Batas SRH 5.388 5.388 | BA 001/PS-STN/SRH/III2024
dan SHJ Il
Muara Bengkal 7 Pal | No. SRJ-1964-1968; 1980, 1981, 1984
Muara Bengkal 3 Pal | No. SRJ-1961-1963
B | Tahun 2025
1 Sebulu, Santan, Muara 30.000 21.200
Bengkal
C | Tahun 2026
1 | Muara Bengkal 7 Pal | No. SRJ-1981-1988
2 | SebuluBatas PT AUS 2,9 | BA 03/BA/PS/Distrik.Sbl/1/2026
Sub Jumlah 15,50

9) Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian kegiatan pemeliharaan
batas dengan BAP Pemeliharaan dengan sampling pada trayek sebagai
berikut :

a)

Trayek Batas APL dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea
Sakti (PT AUS) Patok No. SRH.397 ditandai dengan patok ulin ukuran
10x10 cm dicat warna putih dengan tulisan warna hitam pada koordinat
S 00004’ 00,4” dan E 117003 31,7" sesuai dengan lokasinya;

Trayek Batas APL dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea
Sakti (PT AUS) Patok No. SRH.398 ditandai dengan patok ulin ukuran
10x10 cm dicat warna putih dengan tulisan warna hitam pada koordinat
S 00003’ 57,6” dan E 117003’ 30,6” sesuai dengan lokasinya;

Trayek Batas APL dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea
Sakti (PT AUS) Patok No. SRH.399 ditandai dengan patok ulin ukuran
10x10 cm dicat warna putih dengan tulisan warna hitam pada koordinat
S 00003’ 55,2 dan E 117003’ 29,9” sesuai dengan lokasinya;

Trayek Batas APL dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea
Sakti (PT AUS) Patok No. SRH.400 ditandai dengan patok ulin ukuran
10x10 cm dicat warna putih dengan tulisan warna hitam pada koordinat
S 00004’ 55,2” dan E 1170 03’ 29,7” sesuai dengan lokasinya;

Trayek Batas APL dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea
Sakti (PT AUS) Patok No. SRH.401 ditandai dengan patok ulin ukuran
10x10 cm dicat warna putih dengan tulisan warna hitam pada koordinat
S 00004’ 48,9" dan E 117003’ 26,2" sesuai dengan lokasinya;

Trayek Batas APL dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea
Sakti (PT AUS) Patok No. SRH.402 ditandai dengan patok ulin ukuran
10x10 cm dicat warna putih dengan tulisan warna hitam pada koordinat
S 00003 45,5" dan E 117003’ 24,3” sesuai dengan lokasinya.

Verifier Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari

113 Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan
Bobot 2

NILAI BAIK
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Uraian Fragmentasi areal terbangun tanpa izin seluas 14.479 Ha (9,41.%) dari total luas
Singkat areal PBPH PT SRH (153.875 Ha) dengan rincian fragmentasi keseluruhan
Justifikasi sebagai berikut :
. Luas .
No. Fragmentasi (Ha) Legalitas
1. | Areal APL 239 | SK 397 Tahun 2025
2. | Sawit Masyarakat 6.777 | BA Satgas PKH
Garuda)
PPTK (TORA) - |-
Perhutanan Sosial (HKm, HD, -1 -
Hutan Adat, HTR)
6. | Konflik Tenurial/ Areal Lainnya 7.702 | Konflik/ Klaim Lahan
(Pemukiman, Pertanian, Jalan,
Kebun Masyarakat, dll)
Jumlah terbangun tanpa lzin 14.479
Jumlah terbangun dengan izin 239
Total 14.718
Verifier Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
114
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa berupa penguasaan areal
Singkat yang sebagian besar berupa klaim lahan berupa perladangan dan perkebunan
Justifikasi kelapa sawit melalui perizinan dan tanpa perizinan sebagai berikut :

1) Areal klaim yang dikuasai oleh masyarakat dan kelompok masyarakat :

. Mei 2024 2025 - Mei 2026

Uraian Klaimer | Luas (Ha) | Klaimer | Luas (Ha)
Klaim Lahan PT SRH
a. Distrik Sebulu 24 13.471 28 | 13.755,30
b. Distrik Santan - - 11 85,40
c. Distrik Muara 2 277 5 638,40

Bengkal
Total 26 13.748 44 | 14.479,10

2) Areal APL dan TORA seluas 239 Ha
Total seluas 14.718,10 Ha
Areal kerja PT SRH seluas £153.875 Ha dan terdapat penguasaan oleh pihak

lain seluas 14.718,10 Ha, sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT SRH

sebesar 153.875 Ha — 14.718,10 Ha = 139.156,90 Ha atau sebesar 90,44% dari
luasan areal kerja.
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Nilai Kinerja 18/21x100% = 80,95% = BAIK
Indikator 1.1
2. | Indikator Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi
1.2
a. | Verifier Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan
1.2.1 perusahaan yang sesuai dengan PHL
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT SRH telah menyusun dokumen visi dan misi perusahaan sesuai dengan
Singkat Pernyataan visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT SRH
Justifikasi Nomor 01/Dir/V/2016 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan PT Surya
Hutani Jaya, bulan Mei 2016.
PT SRH mencanangkan 5 misi dan dinilai telah mencakup prinsip-prinsip
pengelolaan hutan lestari, yaitu kelestarian produksi seperti tercantum dalam misi
No. 1,4, dan 5, aspek ekologi tercantum pada misi No. 2, 4 dan 5, serta aspek
sosial tercantum pada misi No. 3, 4 dan 5.
Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja
dan masyarakat, dengan dokumentasi Berita Acara pada masing-masing
kegiatannya.
b. | Verifier Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
1.2.2
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Misi PT SRH berjumlah 5 (lima) misi sehingga pada bobot nilai pada masing-
Singkat masingnya sebesar 20%. Dengan membandingkan setiap implementasi
Justifikasi pengelolaan hutan lestari pada aspek produksi, ekologi dan sosial dengan visi

dan misi yang dicanangkan dinilai belum seluruhnya diimplementasikan di
lapangan di antaranya sebagai berikut:

1) Misi menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan
manajerial dan SDM yang profesional telah diimplementasikan dengan
menyusun struktur organisasi yang baik dan mengisi/ merekrut tenaga
profesional kehutanan berupa sarjana kehutanan sebanyak 65 orang, tenaga
menengan kehutanan sebanyak 18 orang dan tenaga teknis pengelolaan
hutan (GANISPH) sebanyak 16 orang. Namun demikian masih terdapat
jabatan yang belum diisi dan perlu penambahan GANISPH apabila
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan
termasuk GANISPH sesuai dengan multi usaha kehutanannya. PT SRH
telah melakukan peningkatan kompetensi pada tenaga teknis dan non
teknisnya (Bobot 0,8x20%, Bobot Nilai 16%)

2) Misi melakukan perlindungan dan koservasi keanekaragaman hayati
beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orang Utan dan
menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (High
Conservation Value-HCV) telah diimplementasikan dengan membentuk
satgas orang utan dan proaktif melakukan tindakan pelestarian orang utan
serta berupaya mengimplementasikan konservasi hutan berdasarkan Nilai
Konservasi Tinggi, (Bobot 0,9 x 20%, Bobot Nilai 18%).
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3) Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan
memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan
keluhan/ grievance yang bertanggung jawab telah diimplementasikan dengan
program kemitraan melalui tanaman kehidupan, kerjasama sebagai rekanan
dan rekrutmen tenaga kerja, namun di lapangan masih terdapat konflik dan
klaim lahan yang belum seluruhnya diselesaikan dan peningkatan
kesejahtaraan masyarakat perlu ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitasnya. (Bobot 0,8 Nilai 16%)

4) Misi meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara
berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial telah
diimplementasikan dengan melakukan penanaman HT| dan mengubah areal
yang tidak produktif menjadi produktif setiap tahunnya, walaupun masih
terdapat kendala pada areal yang berpasir dan rawa/ gambut masih belum
dioptimalkan. Pencapaian produksi penanaman dan pemanenan kayu masih
perlu ditingkatkan mengacu kapada target yang tecantum pada RKTPH
(Bobot 0,8 x 20%, Bobot Nilai 16%)

5) Misi mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif
sesuai dengan karakter wilayah dinilai telah diimplementasikan, namun
belum sepenuhnya. PT SRH melakukan studi, kajian dan analisis
pemanfaatan lahan dengan jenis tanaman yang cocok pada areal berpasir
dan rawa agar layak untuk digunakan sebagai areal produksi. Sedangkan
penggunaan lahan untuk kegiatan lainnya terkait kebijakan multi usaha
kehutanan berupa jasa lingkungan dan HHBK masih belum sepenuhnya
diimplementasikan di lapangan walaupun sudah direncanakan dalam
penyusunan revisi RKU multiusaha. (Bobot 0,5 x 20%, Bobot Nilai 10%).

Visi dan misi PT SRH telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar

76%

Nilai Kinerja 7/9x100% = 77,78% = SEDANG
Indikator 1.2
3. | Indikator Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional
1.3 bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari
a. | Verifier Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya
1.3.1 pengelolaan hutan yang lestari
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian PT SRH telah memiliki Struktur Organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari
Singkat yang ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 11 Juni 2024 dan
Justifikasi pembaruannya yang ditetapkan oleh Direktur Utama Egi Prasetyo Hutomo pada
tanggal 01 Mei 2026 berupa Struktur Organisasi, Penunjukan Personil pada
setiap jabatannya dan Job Description sesuai dengan masing-masing
jabatannya.
Struktur Organisasi PT SRH telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan
lestari yang memisahkan antara perencana, pelaksana dan evaluasinya dan
membidangi pada aspek produksi, ekologi dan sosial. Terdapat lampiran berupa
bagan organisasi dan uraian tugas pada masing-masing jabatannya.
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Verifier Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga

1.3.2 teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian 1) PT SRH merencanakan kebutuhan GANISPH dalam dokumen RKUPH

Singkat sebanyak 25 orang terdiri dari GANISPH Kurpet 1 orang, GANISPH Canhut

Justifikasi 3 orang, GANISPH Binhut 6 orang, GANISPH Nenhut 2 orang dan GANISPH

PKB 13 orang. Sedangkan pada dokumen RKTPH Tahun 2026, PT SRH
merencanakan keberadaan GANISPH sebanyak 26 orang dan Tenaga
Profesional Kehutanan sebanyak 81 orang. Realisasi keberadaan tenaga
profesional kehutanan PT SRH sebanyak 93 orang terdiri dari Sarjana
Kehutanan, D-3 Kehutanan dan SMK Kehutanan, sedangkan GANISPH
sebanyak 16 orang GANIPSH.
2) PT SRH telah memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana
Kehutanan sebagai berikut :
a) Total dimiliki saat ini 65 (enampuluh lima) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 65 (enampuluh lima) orang pada
jabatan/bagian (Planning, Plantation, Harvesting, Nursery, RnD, HSE,
Trainee, Admin dan Supporting)
3) PT SRH telah memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga
menengah kehutanan D3, D1 dan SMK Kehutanan sebagai berikut:
a) Total dimiliki saat ini 18 (delapan belas) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 18 (delapan belas) orang pada
jabatan (Plantation, dan Nursery, Harvesting dan RnD).
4) Realisasi kepemilikan tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (GANISPH)
sebagai berikut :

No Kompetensi JUMLAH GANISPH
" | GANISPH RKUPH | Keperluan | Realisasi | +-
1. | Kurpet 1 1 1 0
2. | Canhut 3 3 5 +2
3. | Binhut 6 4 2 -2
4. | Nenhut 2 3 1 -2
5. | PKB 13 7 6 -1
6. | Jasling Karbon - 1 1 0
7. | HHBK - 1 - -1
Jumlah 25 20 16 -4

5) GANSIPH PT SRH telah memiliki pengangkatan penugasan dan
penempatan serta sertifikat kompetensi sesuai dengan data pada
SIGANISHUT.

Dengan demikian realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan

(Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain)

pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan dinilai telah mencukupi,
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namun untuk kepemilikan GANISPH PT SRH baru mencapai sebesar 64%
apabila dibandingkan dengan rencana pada RKUPH dan 62% apabila
dibandingkan dengan RKTPH Tahun 2026. Sedangkan apabila dibandingkan
dengan analisis kebutuhan GANISPH telah mencapai 80% dan tidak tersebar
merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen
legalitasnya. PT SRH masih perlu menambahakan GANISPH pada kompetensi
Nenhut, Binhut dan dan PKB serta GANISPH HHBK sesuai kegiatan multi usaha
kehutanan yang direncanakan pada dokumen RKUPH

Verifier Peningkatan kompetensi SDM

1.3.3

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian PT SRH memiliki dokumen rencana pendidikan dan latihan karyawan yang

Singkat tercantum pada dokumen Rencana Pelatihan setiap tahunnya. Dokumen

Justifikasi tersebut mencakup kegiatan training secara keseluruhan baik yang bersifat
teknis tenaga profesional kehutanan maupun non teknis dengan tata waktu
rencna pelaksanaannya. Rencana dan realisasi training tenaga profesional
kehutanan dan GANISPH PT SRH sebagai berikut :

1) Tahun 2024 PT SRH merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan lainnya sebanyak 875 orang dari 9 topik program
training dan realisasinya sebesar 1.125 orang (129%) dan seluruh topik
program training dilaksanakan.

2) Tahun 2025 PT SRH merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan lainnya sebanyak 875 orang dari 9 topik program
training dan realisasinya sebesar 1.118 orang (128%) dan seluruh topik
program training dilaksanakan

3) Tahun 2026, PT SRH merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan lainnya sebanyak 775 orang dari 9 topik program
training dan realisasinya sampai dengan bulan Mei 2026 sebesar 552 orang
(67%) dari 7 topik program training yang dilaksanakan.

Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi karyawan PT SRH selama periode

audit 108%

Verifier Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan
134 (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Tenaga profesional kehutanan PBPH PT SRH telah memiliki kelengkapan
Singkat administrasi ketenagakerjaan sebagai berikut :

Justifikasi Ketersediaan

No Jenis Dokumen Jumlah Dokumen

Ketenagakerjaan (0r9) | orsedia Kurang

1. | Sarjana Kehutanan

a | ljazah 65 65 -
b | SK Pengangkatan/ Kontrak 65 65 -
2 | D3 Kehutanan dan SMK
Kehutanan
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a | ljazah 18 18 -
b | SK Pengangkatan/ Kontrak 18 18 -
3 | GANISPH
a | SK Pengangkatan/ Kontrak 16 16 -
b | Sertifikat Pelatihan 16 16 -
c | Sertifikat Kompetensi 16 16 -
d | SK Penugasan 16 16 -
e | SK Penempatan 16 16 -
Nilai Kinerja 19/21x100% = 90,48% = BAIK
Indikator 1.3
4. | Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan
1.4 Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan
Produksi
a. | Verifier Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
141
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian PT SRH secara khusus memiliki sistem informasi manajemen berbasis teknologi
Singkat informasi yang digunakan untuk sistem pelaporan secara efektif beserta
Justifikasi peralatannya sebagai berikut :

Nama
No. Sistem Cakupan Kegiatan
Informasi

1 SAP Memproses semua kegiatan operasional dan
pelaporan semua transaksi yang telah diproses
(Plantation dan Harvesting).

2 | PREFO Aplikasi yang digunakan pada berbagai transaksi
operasional melalui TAB (QA, QC, material dlIl)

3 | FMIS Data Petak

4 | Power Bl Rangkuman pelaporan SAP dan Prefo yang
dianggap belum selesai dan memberikan notifikasi
untuk perbaikan

5 | Wood Master LHC, Kode Crew, data timbangan kayu dan

Tracking hasil produksi harian harvesting.
6 IHMS Handing Over Area dan Quality Harvesting

Di samping itu secara umum, monitoring data dan informasi serta pengiriman
data laporan dan lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat berbasis IT
seperti biasanya berupa email, what's app dan grup-grup komunikasi lainnya. Di
Kantor 38 dan kantor distrik di lapangan terdapat jaringan internet dan pada
sebagian areal PT SRH terjangkau oleh jaringan seluler Telkomsel (Jaringan 4G)
sehingga memudahkan untuk melakukan komunikasi setiap personil di lapangan
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dan kantor, sedangkan pada beberapa lokasi yang tidak terjangkau jaringan
seluler, komunikasi dilakukan menggunakan radio HT.

Terdapat peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional
di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan
yang baik.

Verifier Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

14.2

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian PT SRH memiliki organisasi SPI/ Internal Audit yang tercantum dalam keputusan

Singkat Direktur Utama tanggal 11 Juni 2024 dan pembaruannya yang ditetapkan oleh

Justifikasi Direktur Utama Egi Prasetyo Hutomo pada tanggal 01 Mei 2026. Terdapat Surat
Penunjukan oleh Direktur Utama atas jabatan Internal Auditor, terakhir yaitu
Surat Penunjukan Internal Auditor oleh Direktur Utama Maurits S Sipayung No.
001/SRH-HR/V/2023 tanggal 2 Juni 2023 Internal Auditor PT Surya Hutan Jaya
adalan an. Masykur Kurniawan Departeman Internal Auditor
Hasil verifikasi terhadap laporan SPI tahun 2024, 2025 menunjukan bahwa SPI
PT SRH telah menjalankan tugasnya melakukan kegiatan pemeriksaan,
monitoring dan evaluasi dan melaporkan kepada Direksi. Cakupan kegiatan
pemeriksaan SPI selama periode audit telah melakukan pemeriksaan pada
kegiatan Harvesting dan persiapan untuk pelaksanaan audit standar IFCC serta
kegiatan Perencanaan
Kegiatan SPI selama periode audit dinilai belum efektif menjangkau pada seluruh bidang
pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan hutan tanaman khususnyai pada bidang
penanaman, pemeliharaan tanaman, pengelolaan lingkungan, flora dan fauna dan aspek sosial
serta penataan batas areal.

Verifier Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan

143 evaluasi.

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Temuan hasil monitoring dan evaluasi SPI pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti

Singkat oleh bagian operasional (auditi) yang diperiksa dengan menganalisis akar

Justifikasi permasalahan, dampak yang timbul, menyusun smart action plan, menunjuk PIC,
menentukan batas waktu penyelesaian serta melakukan tindakan perbaikan dan
tindakan pencegahannya.
PT SRH memiliki dokumen tindaklanjut hasil temuan Internal Audit pada seluruh
temuan yang ada dan diverifikasi seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan
selesai (closed).

Verifier Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian

144 LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian PT SRH telah memiliki personil yang ditugaskan untuk menjalankan sistem

Singkat informasi manajemen milik Kementerian Kehutanan sebagaimana penunjukkan

Justifikasi dari Direksi yang menunjuk personel sebagai operator atau tenaga pelaksana

opersional sistem informasi milik Kementerian Kehutanan, dan instansi lainnya
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Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM
yang dilakukan oleh PT SRH menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada
SIM Kementarian LHK (Kehutanan) diverifikasi telah patuh melaporkan setiap
bulannya, walaupun pengisian laporannya masih perlu dilengkapi sesuai data
terkini

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

20/21x100% = 95,24% = BAIK

5.

Indikator
1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Verifier
1.5.1

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT SRH telah memiliki dokumen RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan
RKTPH Tahun 2026 yang telah disusun dan disahkan melalui aplikasi
SIPASHUT.

Desa Binaan PT SRH tercatat sebanyak 24 Desa Binaan, dan yang
direncanakan pada RKTPH Tahun 2026 sebanyak 17 Desa Binaan meliputi
Kecamatan Sebulu, dan Muara Kaman, Marrangkayu Kab. Kutai Kartanegara
dan Kecamatan Muara Bengkal di Kab. Kutai Timur.:

Kegiatan RKTPH mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat
telah diberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan
sosialisasi pelaksanaan RKTPH yang dilaksanakan secara terpadu dengan
materi rencana operasional RKT dan lainnya sesuai dengan dokumen Berita
Acara yang tersedia berupa catatan pertemuan sosialisasi/ Konsultasi
masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ Padiatapa.

Hasil verifikasi dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTPH yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat diketahui bahwa
RKTPH telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat
desa terdampak, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan menyeluruh
kepada seluruh desa binaan terdampak setiap tahunnya, dan pelaksanaannya
sebagian tidak dilakukan di awal tahun.

Verifier
1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH 2024, RKTPH 2025 dan RKTPH
2026 yang diterbitkan skala 1:100.000 yang di dalamnya memuat penandaan
areal yang tidak boleh ditebang dan menjadi kawasan lindung berupa Sempadan
Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian
Satwa Liar (KPSL), Buffer Zone TNK, Lereng E, Perlindungan Mata Air dan
Fungsi ekosistem gambut yang ada di lapangan telah ditandai dan diidentifikasi
sesuai dengan lokasinya.

Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung
masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum menyeluruh
kepada desa binaan terdampak pada setiap RKTPH dan setiap tahunnya.
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Nilai Kinerja
Indikator 1.5

6/9x100% = 66,67% = SEDANG

| B. | Aspek PRODUKSI

1

Indikator 2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang.

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

2017 - 2026. Sampai dengan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-1 ini, terdapat
2 (dua) kali perubahan dokumen rencana jangka panjang. Dokumen rencana
jangka panjang telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta dan SK
Pengesahannya, dengan informasi sebagai berikut :
e RKUPHHK-HTI Periode 2017 — 2026 (Awal) : Disetujui dan disahkan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2018 tanggal 12 Februari 2018
e RKUPH Periode 2017 — 2026 (Perubahan Ke-1) : Disetujui dan disahkan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
SK.9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2022
e RKUPH Periode 2017 — 2026 (Perubahan Ke-2) : Disetujui dan disahkan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
11645 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024. Jenis kegiatan Multiusaha
Kehutanan :
- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa :
a. Usaha penyerapan dan / atau penyimpanan karbon
b. Pemulihan Lingkungan (pengadaan bibit, penyiapan lahan,
penanaman dan pemeliharaan serta suksesi alami dan pengadaan
pakan satwa Orangutan

- Pemanfaatan HHBK Kemitraan konsesi hutan pola agroforestry

Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana
jangka panjang

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT)

dengan dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha pemanfaatan

hutan yang dikembangkan selama periode audit sebagai berikut :

RKU RKT Murni + Carry Over Kesesuaian

Tahun Luas Posisi Luas Posisi
Ha Blok Ha Blok

40.327 IV 50.108 Il & IV

26.707 | 47.729 V&l
24371 I 38.824 (&1l

Luas (%)

80,48
55,96
62,77

Posisi

2024
2025
2026

Sebagian Sesuai
Sebagian Sesuai
Sebagian Sesuai

Rata-rata 66,40 Sebagian Sesuai
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Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT) > 50 % s.d
90 % sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang

¢ | Verifier 2.1.3

Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling
5%)

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a) Berdasarkan hasil observasi di lapangan, batas blok RKT sebagian besar
Singkat berupa batas alam berupa jalan / sungai / lebung / punggung bukit.
Justifikasi Berdasarkan Berita Acara Penataan Areal Kerja, telah dilakukan penataan

batas RKT serta pemasangan patok RKT.

b) Hasil observasi pada Blok RKT 2025 dan 2026 yang dilakukan secara
sampling masing-masing 10 (sepuluh) petak pada Distrik Sebulu, kondisi
penandaan di lapangan adalah tanda batas Blok dan Petak pada Blok RKT
sebagian (>50%) terlihat dengan jelas di lapangan

d | Verifier 2.1.4

Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek
(DPP) Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan
usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon
melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan
jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not
Applicable bagi yang tidak melaksanakan)

Bobot 1
NILAI Not Applicable (N/A)
Uraian Sesuai keterangan dan penjelasan dari auditi bahwa Manajemen PT SRH tidak
Singkat mengembangkan usaha pemanfaatan hutan jasa lingkungan berupa
Justifikasi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon maupun perdagangan karbon yang
berkonsekuensi akan merevisi kembali dokumen RKUPH.
Nilai Kinerja 9/12x100 % =75,00 % = SEDANG
Indikator 2.1

2. | Indikator 2.2

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,
pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

a. | Verifier 2.2.1

Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a) Berdasarkan rencana pemanfaatan hutan selama periode audit, PT SRH
Singkat merencanakan pemanfaatan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya
Justifikasi tanaman (hutan tanaman), pemanfaatan buah atau biji dan pemanfaatan

komoditas tanaman pangan.

b) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana pemanfaatan
hutan, PT SRH telah menggunakan data potensi sesuai rencana
pemanfaatannya sebagai berikut :

No. Rencana Pemanfaatan

Sumber Data Potensi
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1. | Buah/ Biji (Semangka) Asumsi Produksi sesuai RKUPH
2. | Tanaman Pangan (Padi) Asumsi Produksi sesuai RKUPH

3. | Hutan Tanaman Pre Harvest Inventory (PHI)

c) Hasil observasi di lapangan pada plot PHI di Petak A440031A00 Blok RKT
2026 Distrik Sebulu menunjukkan bahwa pengukuran PHI telah sesuai
antara tally sheet yang dibuat dengan uji petik pengukuran yang dilakukan,
namun demikian kegiatan inventarisasi yang dilakukan menggunakan
intensitas sampling < 5% sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang
tercantum pada Lampiran X PermenLHK No. 8 Tahun 2021

b. | Verifier 2.2.2

Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

a) PBPH PT SRH merapkan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan
dengan rencana dan realisasi kegiatan usaha di lapangan berupa
pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman).

b) Untuk mengetahui daya dukung kegiatan usahanya, PT SRH telah
melakukan pengukuran dan analisis riap dengan cara membuat Permanent
Sampling Plot (PSP) guna mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan
serta volume jatah tebang tahunannya.

c) Pengukuran PSP dilakukan setiap tahunnya sampai dengan saat ini dan
telah digunakan sebagai bahan penyusunan tabel tegakan di PT SRH yang
digunakan sebagai dasar penentuan riap maupun daur rencana panen dalam
RKUPH.

d) Hasil observasi di lapangan pada plot PSP di Petak A340096B0 Blok RKT
2026 Distrik Sebulu menunjukkan bahwa pengukuran PSP telah sesuai
antara tally sheet yang dibuat dengan uji petik pengukuran yang dilakukan

Nilai Kinerja
Indikator 2.2

8/9x100 % = 88,89 % = BAIK

3. | Indikator 2.3

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin
kelestarian hutan

a. | Verifier 2.3.1

Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian PT SRH melaksanakan usaha pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil
Singkat hutan kayu menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan
Justifikasi (THPB). PT SRH telah menyusun SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan

hutannya. Hasil telaah terhadap kesesuaian isi SOP terhadap prinsip / pedoman
serta pemanfaatan hutan yang dijalankan menunjukkan bahwa sebagian isinya
belum mencakup prinsip / pedoman atau realisasi pemanfaatan hutan secara
lengkap yaitu :
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a) SOP Risalah Hutan : IS yang ditetapkan adalah 1,1%, hal ini tidak sesuai
dengan pedoman dimana IS = 5%

b) SOP Pengadaan Bibit : Belum memuat ketentuan penggunaan fibercell
sebagai tempat pengisian media

c) SOP Penanaman : Belum memuat ketentuan penanaman bibit siap tanam
yang ditempatkan pada fibercell

d) SOP Pemeliharaan : Belum memuat ketentuan pemeliharaan tanaman
menggunakan pesawat nirawak / drone

b. | Verifier 2.3.2

Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian PT SRH memiliki SOP pada setiap tahapan kegiatan pemanfaatan hutannya.
Singkat Hasil telaah terhadap implementasi SOP pada masing-masing tahapan kegiatan
Justifikasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian implementasinya belum sesuai

prosedur / prinsip sistem silvikultur THPB antara lain :

a) PAK : Terdapat sebagian Petak yang belum dilakukan pemasangan pal /
patok identitas

b) Risalah Hutan : Intensitas sampling yang digunakan < 5% sehingga belum
sesuai dengan ketentuan

c) Pemeliharaan : Terdapat sebagian petak yang belum dilakukan pemeliharaan
gulma secara optimal seperti pada Petak A33088A0

d) Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Terdapat perambahan berupa
penanaman tanaman sawit baru pada tahun berjalan (2026)

c. | Verifier 2.3.3

Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam
menjamin kelestarian hutan

Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Pencapaian penanaman Kayu Budidaya Hutan Tanaman (Jenis Eucalyptus
Singkat spp)selama tahun 2024 s.d 2025 adalah sebagai berikut :
Justifikasi RKT | RencanaMumi&CO | Realisasi Murni & CO (Ha) | Pencapaian
(Ha) (%)
Semak | HT Total | Semak | HT Total
I TK I TK
2024 | 17.987 | 32.120 | 50.108 94 | 24.717 | 24.811 49,52
2025 | 23.777 | 23.952 | 47.729 | 5929 | 16.051 | 21.980 46,05
Rata-rata Pencapaian 47,78
pencapaian kegiatan penanaman selama periode audit <50 % dari RKTPH
Nilai Kinerja 8/15x100 % = 53,33 % = BURUK
Indikator 2.3
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Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
24 pemanfaatan hutan
Verifier Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
241 pemanfaatan hutan
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PBPH PT SRH telah memiliki prosedur perapan teknologi ramah lingkungan
Singkat berupa :
Justifikasi 1) SOP Harvesting, No. Dokumen SOP/SRH/HVT_001 Rev. 2 tanggal 22
November 2024,
2) SOP Microplanning, No. Dokumen SOP/SRH/PD-022 Rev. 5 tanggal 23
Desember 2024,
3) WI Reduce Impact Logging, No. Dok. WI/SRH/HVT-009 Rev. 2 tanggal 22
November 2024
SOP Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan PT SRH telah mencakup isi
pedoman dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
8 Tahun 2021, khususnya pada Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik
pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging
Verifier Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan
24.2
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada blok RKT Tahun
Singkat 2025 dan 2026, kesesuaian implementasi kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan
Justifikasi kayu dengan pembalakan ramah lingkungan sebagai berikut :

No. | Tahapan Implementasi di lapangan Kesesuaian

1. | Perencanaan | Telah dibuat peta kerja / peta microplanning Sesuai
Pemanenan | untuk areal yang akan dikerjakan

Telah dibuat batas petak kerja sehingga | Sesuai
areal konservasi maupun petak lainnya
tidak terganggu oleh aktivitas pemanenan

2. | Pelaksanaan | Arah rebah telah sesuai peta microplanning |  Sesuai

Pemanenan Excavator mengikuti jalur yang telah | Sesuai
ditentukan
Penumpukan kayu dilakukan pada lokasi | Sesuai
TPn yang telah direncanakan
3. | Pasca Telah dibuat jalur bersih untuk penanaman |  Sesuai
Kegiatan dan jalur kotor atau sebar seresah

(spreading) untuk sisa kayu yang tidak

dimanfaatkan
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Telah dibuat jalur aliran air sebagai | Sesuai
pengontrol tinggi muka air tanah di petak
tanam
Tidak terdapat limbah B3 atau tumpahan Sesuai
BBM di petak kerja
Telah dilakukan pembongkaran camp non Sesuai
permanen yang sudah tidak digunakan lagi
Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada setiap
tahapan usaha pemanfaatan hutan
c. | Verifier Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact
243 Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber
daya hutan (biofisik)
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian PT SRH menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan sistem silvikultur
Singkat THPB. Tingkat kerusakan sumber daya hutan dapat diukur dengan menghitung
Justifikasi keterbukaan areal pada areal efektif. Keterbukaan areal efektif pada Blok RKT
Tahun 2024 & 2025 adalah sebagai berikut :
No. | RKT | Areal Areal Terbuka (Ha) Persentase
Efekdif Areal | Sarpras | Jalan | Total | Keterbukaan
(Ha) belum Areal
tertanam
1. | 2024 | 27.031 996 39 221 | 1.256 4,65 %
2. | 2025 | 21.529 794 64 228 | 1.086 5,04 %
Rata-rata keterbukaan areal 4,85 %
Terdapat keterbukaan areal pada areal efektif sebesar 4,85 % atau < 20 %
Nilai Kinerja 15/15x 100 % =100 % = BAIK
Indikator 2.4
5. | Indikator Kesesuaian RKUPH / RPKH dengan RKTPH / RTT serta realisasi produksi
2.5 barang atau jasa yang menjamin usaha pemanfaatan hutan

a. | Verifier 2.5.1

Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan
ketentuan

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Selama periode audit PT SRH telah menerbitkan dokumen RKT setiap tahunnya.
Singkat Seluruh RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT dan
Justifikasi Peta RKT. Dokumen RKT selama periode audit disusun sesuai dengan PHI dan /

atau asumsi potensi sesuai RKUPH dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 69




F1-02.15 Rev.1

RKT Surat Keputusan Rencana Kegiatan
Produksi
2024 | Keputusan Direktur PT Surya Hutani Jaya No. | Pemanfaatan Kayu
SK.001/RKTPH-SRH/XII/2023 tanggal 28 Budidaya
Desember 2023 tentang Persetujuan RKTPH Tanaman
Tahun 2024
2024 | Keputusan Direktur PT Surya Hutani Jaya No. | Pemanfaatan Buah
Rev.1 | SK.002/SRH/REV-RKT/X/2024 tanggal 28 / Biji, Kayu
Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan | Budidaya
RKTPH Tahun 2024 Tanaman dan
Tanaman Pangan
2024 | Keputusan Direktur PT Surya Hutani Jaya No. | Pemanfaatan Buah
Rev.2 | SK.003/SRH/REV-RKT/XII/2024 tanggal 6 / Biji, Kayu
Desember 2024 tentang Persetujuan Budidaya
Perubahan RKTPH Tahun 2024 Tanaman dan
Tanaman Pangan
2025 | Keputusan Direktur PT Surya Hutani Jaya No. | Pemanfaatan Buah
SK.001/RKTPH-SRH/XII/2024 tanggal 26 / Biji, Kayu
Desember 2024 tentang Persetujuan RKTPH Budidaya
Tahun 2024 Tanaman dan
Tanaman Pangan
2026 | Keputusan Direktur PT Surya Hutani Jaya No. | Pemanfaatan Kayu
SK.001/RKTPH-SRH/1/2026 tanggal 3 Januari | Budidaya
2026 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2026 | Tanaman
2026 | Keputusan Direktur PT Surya Hutani Jaya No. Pemanfaatan Kayu
Rev.1 | SK.002/REV-RKTPH/SRH-SMD/V/2026 tanggal Budidaya
12 Mei 2026 tentang Persetujuan Perubahan Tanaman
RKTPH Tahun 2026

Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian dan sesuai dengan hasil
inventarisasi di lapangan

Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian PT SRH telah membuat peta rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Peta dibuat
Singkat oleh personil Ganis PH Perencanaan Hutan dan disetujui oleh Direktur Utama
Justifikasi Perusahaan. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT SRH juga

dilengkapi dengan peta kerja antara lain :

- Peta Rencana Operasional (RO) Tebang dengan skala 1 : 40.000

- Peta Microplanning Harvesting dengan skala 1 : 5000

- Peta Pemasangan Patok Petak dengan skala 1 : 20.000

- Peta Plot PHI dengan skala 1: 10.000

- Peta Plot PSP dengan skala 1 : 10.000
Berdasarkan telaah terhadap peta-peta di atas, batas-batas peta kerja yang dibuat
PT SRH telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan
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kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung sempadan sungai, KPPN, KPSL
dan Buffer Zone TN Kutai.

c. | Verifier 2.5.3

Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian a) Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT SRH telah
Singkat dilakukan pada setiap blok RKT berupa penandaan di lapangan seperti
Justifikasi pembuatan plang RKT, pemasangan patok / identitas petak, sebagian besar

batas petak berupa jalan atau lebung.

b) Hasil uji petik pemeriksaan batas blok dan petak di lapangan, penandaan pada
Blok RKT 2025 dan 2026 menunjukkan kesesuaian dengan peta kerja.

c) Penandaan juga telah dibuat pada kawasan lindung dan telah sesuai dengan
peta kerja, hasil uji petik pada Blok RKT 2025 & 2026 pada kawasan lindung
adalah sebagai berikut :

- Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sendawan, telah dilakukan
penandaan berupa pemasangan plang sempadan sungai, plang batas
kawasan lindung dan polet x warna merah pada titik koordinat S 0° 4’
45773, E117° 5 30.079”

- Kawasan Lindung KPPN, telah dilakukan penandaan berupa pemasangan
plang batas kawasan lindung dan polet x warna merah pada titik koordinat
SO°3MMENT 613

- Kawasan Lindung DPSL, telah dilakukan penandaan berupa pemasangan
plang batas kawasan lindung dan polet x warna merah pada titik koordinat
N0 15 1.42", E117° 5 48.896”

d. | Verifier 2.5.4

Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka
pendek

Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Pencapaian produksi kayu budidaya hutan tanaman selama tahun 2024 s.d 2025
Singkat adalah sebagai berikut :
Justifikasi RKT | Rencana Mumi & CO Realisasi Murni & CO | Pencapaian
Luas (Ha) | Vol (m3) | Luas(Ha) | Vol(m3) | Volume (%)
2024 | 30.962,91 | 2.456.060,34 | 23.993,65 | 1.192.359,13 48,55
2025 | 23.951,46 | 1.309.913,58 | 13.797,22 | 868.425,55 66,30
Rata-rata Pencapaian 57,42
Luas dan lokasi produksi sesuai RKTPH dengan pencapaian volume produksi
selama periode 2024 s.d 2025 sebesar 57,42 % atau < 50 % - < 80 % dari volume
produksi yang direncanakan.
Nilai Kinerja 16 /18 x 100 % = 88,89 % = BAIK
Indikator 2.5
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Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan
produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta
kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan

Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan
keuangan vyang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a) PT SRH memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

Singkat independen kantor akuntan publik untuk periode Tahun 2024 dan 2025 yaitu :

Justifikasi - Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan

laporan auditor independen No. 00145/2.1349/AU.1/01/0287-2/1/\V/2025
tanggal 7 Mei 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Riska Arelha dan Rekan
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan
laporan auditor independen No. 00057/2.1349/AU.1/01/0287-31/IV/2026
tanggal 10 April 2026 oleh Kantor Akuntan Publik Riska Arelha dan
Rekan
b) Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT SRH periode tahun 2024 &
2025 berdasarkan neraca keuangan dan laporan laba rugi yang disusun oleh
Kantor Akuntan Publik diperoleh hasil sebagai berikut : Seluruh Opini /
Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan selama
periode Tahun 2024 & 2024 adalah wajar dengan parameter : Solvabilitas <
150 %, Liquiditas < 150 %, dan Profitabilitas Negatif
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian a) PT SRH memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
Singkat periode tahun 2024 s.d 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama
Justifikasi Perusahaan
b) Laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan memuat bidang
kegiatan yang dianggarkan, meliputi : perencanaan, pengadaan bibit,
penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengendalian
kebakaran, kewajiban kepada negara, kewajiban kepada lingkungan dan
sosial, sarana prasarana, administrasi dan umum, serta penelitian dan
pengembangan

c) Hasilanalisis perbedaan realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
berdasarkan RKAP vyaitu rata-rata alokasi dana selama periode tahun 2024
s.d 2025 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proposional, perbedaan
sebesar 13,95 % atau <20 %

Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)

Bobot 2

NILAI BAIK
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Uraian a) PT SRH memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
Singkat periode tahun 2024 s.d 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama
Justifikasi Perusahaan

b) Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2024 s.d 2025
adalah sebagai berikut :

- Tahun 2024 : Realisasi alokasi dana mencukupi 96,52 % dari kebutuhan
- Tahun 2025 : Realisasi alokasi dana mencukupi 101,01 % dari kebutuhan

c) Rata-rata realisasi alokasi dana tahun 2024 s.d 2025 mencukupi 98,76 % dari

kebutuhan
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan)
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a) PT SRH memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
Singkat periode tahun 2024 s.d 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama
Justifikasi Perusahaan.

b) Hasil analisis realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan meliputi
meliputi : Perenanaan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman,
pemeliharaan, pemanenan dan pengendalian kebakaran berdasarkan RKAP
periode tahun 2024 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2024 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai
96,84 %

- Tahun 2025 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai
101,77 %

c) Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan selama periode tahun
2024 s.d 2025 mencapai 99,30 %, namun demikian berdasakan realisasi
output kegiatan, pada periode yang sama pencapaian produksi hanya
mencapai 57,21 % sementara pencapaian penanaman hanya mencapai
47,62 % serta pada tahun 2024 dan 2025 terdapat carry over RKTPH
sebelumnya sehingga disimpulkan bahwa realisasi pendanaan lancar namun
tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan.

Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian a) PT SRH memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
Singkat periode tahun 2024 s.d 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama
Justifikasi Perusahaan.

b) Berdasarkan RKAP yang dibuat, PT SRH telah merencanakan anggaran
untuk kegiatan yang memungkinkan modal ditanamkan (kembali) ke hutan
meliputi kegiatan : pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, penelitian
dan pengembangan serta pengendalian kebakaran dengan pencapaian
sebagai berikut :

- Tahun 2024 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
mencapai 93,77 %

- Tahun 2025 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
mencapai 90,26 %
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c) Rata - rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama
periode tahun 2024 s.d 2025 mencapai 90,26 %, namun demikian
berdasarkan realisasi kegiatan penanaman di lapangan, selama periode
tahun 2024 s.d 2025 rata-rata pencapaian kegiatan penanaman hanya
47,62 % atau < 60 % sehingga tidak sesuai dengan capaian anggaran dana
yang direalisasikan.

f. | Verifier 2.6.6

Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian
yang membidangi keuangan

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT SRH memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen
kantor akuntan publik dengan laporan terakhir yaitu periode Tahun 2024, yaitu :
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan laporan
auditor independen No. 00057/2.1349/AU.1/01/ 0287-31/IV/2026 tanggal 10 April
2026 oleh Kantor Akuntan Publik Riska Arelha dan Rekan.

Kemampuan finansial PT SRH terkait kewajiban membayar pajak sesuai

peraturan selama periode audit ditunjukkan dengan beberapa realisasi

pembayaran pajak yang telah disetor / dilaporkan sebagai berikut :

a) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2025
PT SRH telah membayar PBB, dengan bukti pembayaran berupa print out
data pembayaran / setoran sebanyak 2 (dua) setoran tertanggal 20
November 2025 yang dicetak oleh bank dan lampiran surat perintah
membayar kelebihan pajak (SPMKP) tertanggal 11 Juni 2025 dengan total
nominal yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT
Objek Pajak Bumi Bangunan dari Dirjen Pajak tanggal 3 Juni 2025 dan 4 Juni
2025 a.n wajib pajak Surya Hutani Jaya

b) Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT SRH
tercatat memiliki utang PPh Pasal 4 (2), Pasal 15 dan Pasal 23. Telah
ditunjukkan bukti pelunasannya berupa bukti setoran penerimaan pajak yang
dicetak oleh bank tertanggal 12 Januari 2026 a.n wajib pajak Surya Hutani
Jaya sejumlah nominal yang diwajibkan.

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT SRH
tercatat memiliki utang PPN. Telah ditunjukkan SPT Masa PPN tertanggal 27
Januari 2026 untuk masa Pajak Desember 2025 dimana status PPN kurang
bayar adalah NIHIL sehingga disimpulkan bahwa PT SRH telah membayar
kewajiban PPN sesuai dengan peraturan.

PT SRH telah membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh

Kementerian yang membidangi keuangan

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

25/30x 100 % = 83,33 % = BAIK
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| C. | Aspek EKOLOGI

1.

Indikator 3.1

Keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai
Konservasi Tinggi (ABKT)

Verifier 3.1.1

Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

a) Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH 2024 (Periode 2017 — 2026), luas
kawasan lindung PT Surya Hutani Jaya mengalami perubahan luas dari 31.639 Ha
menjadi 27.109 Ha. Perubahan luas disebabkan karena analisis kondisi tapak
terbaru dan penyesuaian hasil digitasi terbaru. Luas kawasan lindung telah
ditetapkan manajemen sesuai Surat Keputusan Manajemen PT Surya Hutani Jaya
No. 011/SK-SRH/KL/I1/2026 Tanggal 6 Februari 2026 tentang Penetapan Kawasan
Lindung PT Surya Hutani Jaya Dengan Luas 27.110 Ha. Perbandingan luas
kawasan lindung pada setiap dokumen ditunjukkan pada tabel berikut.

Luas Kawasan Lindung (Ha)

Rev. Rev.
RKUPH RKUPH
Tahun Tahun

2022 2024

Jenis Kawasan
Lindung

RKUPHHK
Tahun
2018

ANDAL
(1995)

FLEG 1886 1.707 1.691

FBEG - 3596 3.125 -

Sempadan Sungai 14.538 7.767 1.722 7.170

Lereng E (>40%) 4.593 3.828 3.899 3.331

KPSL 3.295 9.418 9.765 9.509

KPPN 1.400 1.588 1.618 1.618

Bufferzone Taman

Nasional Kutai 2.322

3.316 3.790 3.790

Mata Air 6.963 13 13

Total 3311 31.412 31.639 27110

b) PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki data hasil identifikasi Areal Bemilai
Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai Laporan Assessment Penilaian Konservasi Tinggi
(Desember 2014) yang disusun oleh PT Ekologika Consultants dan melaksanakan
monitoring areal ABKT setiap tahun.

Verifier 3.1.2

Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
dan/atau deliniasi ABKT

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

a. Selama periode audit, PT Surya Hutani Jaya melaksanakan penataan batas
kawasan lindung sepanjang 386,09 Km (80% dari rencana 482 Km). Total kawasan
lindung yang telah ditandai sepanjang 1754,795 Km dari panjang batas 1778,95
Km. Pemeliharaan batas juga telah dilaksanakan secara berkala sesuai area yang
berbatasan dengan blok RKT tahun berjalan.
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b. Berdasarkan observasi pada beberapa lokasi kawasan lindung, penandaan batas
terlihat jelas dan sesuai dengan prosedur. Batas rintis berupa cat warna merah
polet bentuk X dengan frekuensi penandaan setiap 5 meter dan plat seng warna
kuning dengan tulisan warna hitam “Batas Kawasan Lindung” setiap jarak 100
meter. Pada lokasi strategis telah dipasang papan nama kawasan lindung dan jenis
ABKT.

Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung / rehabilitasi kawasan lindung
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a. Kondisi penutupan kawasan lindung di areal kerja PT Surya Hutani Jaya didasarkan
Singkat pada Peta Penafsiran Citra Satelit PT Surya Hutani Jaya Tahun 2025 (Mosaik Citra
Justifikasi Sentinel-2 TSOMME dan TS50NMF Band 4, 3, dan 2 Liputan tanggal 4 Mei 2025
dengan Citra Landsat-9 OLI, Path 116 Row 60, Band 6, 5, dan 4 Pansharpen Band
8 Liputan tanggal 4 Mei 2025, skala 1 : 100.000) yang dibuat oleh PT Tunas Inti
Binangun. Areal berhutan di kawasan lindung seluas 14.000 Ha (52%) sedangkan
areal tidak berhutan seluas 13.108,87 Ha (48%).
Kondisi penutupan kawasan lindung PT Surya Hutani Jaya
Tutupan Kawasan Lindung (Ha)
Lahan BZ E FLEG | KPPN | KPSL sS Total
Belukar 354594 | 1.126,17 | 1.02583 | 167,20 | 4.359,36 | 1.067,92 | 11.292,42
Hutan - | 1.379,35 -| 11513 | 1.186,36 27,67 | 270851
tanaman
Lahan - 10,23 50,87 - 55,14 48,57 164,81
terbuka
Perkebunan - - - - 1,07 2,32 3,39
karet
Perkebunan
sawit
Pertanian - - - - 16,41 17,04 3345
lahan kering
campur
Semak 24428 | 81501 | 614,50 | 1.336,15 | 3.890,44 | 6.006,84 | 12.907,22
Total (Ha) 3.790,22 | 3.330,76 | 1.691,20 | 1.618,48 | 9.508,78 | 7.170,36 | 27.109,80
b. Observasi lapang dilaksanakan pada beberapa lokasi menunjukkan tutupan lahan
masih berhutan dengan jenis hutan lahan kering sekunder (kerapatan sedang) dan
sebagian areal semak rawa. Pada koridor satwa KPSL - Sungai Menamang
(019'43” N 116°57'1” E) terdapat areal terbuka akibat pembukaan kebun sawit oleh
masyarakat (tanaman baru). Pada periode audit, PBPH PT Surya Hutani Jaya
melaksanakan kegiatan penanaman/ rehabilitasi di areal kawasan lindung sebagai
berikut.
Tahun Rencana Realisasi (Ha) %
(Ha)
RKT 2024 750 42,3 9,64%
RKT 2025 250 148 99,00%
RKT 2026 75 0,9 1% (tahun berjalan)
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut
maka verifier ini menjadi Not Applicable)
Bobot 2
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NILAI BAIK

Uraian PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan,
Singkat pengelolaan, dan pemulihan ekosistem gambut yakni Dokumen Perubahan Rencana
Justifikasi Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 2024 (Periode Tahun 2017 - 2026).

Sementara itu, dokumen rencana pemulihan gambut sesuai dengan Surat Keputusan
Dirjen PPKL No. SK.101/PPKL/PKG/PKL.0/9/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang
Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penetapan Titik Penataan TMAT, dan Titik
Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Surya Hutani Jaya. Kegiatan pengelolaan gambut
telah dilaporkan secara rutin melalui website SIMPEL.

e. | Verifier 3.1.5

Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian a. Pada areal PT Surya Hutani Jaya terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di
Singkat kawasan lindung, yakni saat pengecekan lapang di wilayah KPSL — Sempadan
Justifikasi Sungai Menamang (0°19'43” N 116°57°'1” E) terdapat perambahan di wilayah

kawasan lindung menjadi kebun sawit. Wilayah/blok selatan konsesi juga mengalami
perambahan menjadi kebun sawit masyarakat, termasuk didalamnya areal FLEG.

b. PT Surya Hutani Jaya telah melakukan upaya penyelesaian gangguan pada
kawasan lindung melalui sosialisasi terpadu namun belum dilaksanakan secara rutin
setiap tahun pada seluruh desa binaan.

Kegiatan sosialisasi kawasan lindung pada periode audit diantaranya :
- RKT 2024 : Desa Teratak, Sabintulung, Menamang Kiri, Batu Balai

- RKT 2025 : Desa Teratak, Sabintulung, Menamang Kiri, Batu Balai, Puan Cepak,
Menamang Kanan, Giri Agung, Bunga Jadi, Benua Baru

- RKT 2026 : Desa Teratak, Batu Balai, Puan Cepak, Menamang Kanan, Muara
Bengkal Ulu, Muara Bengkal llir, Sidomukti, Sedulang, Rantau Hempang, Panca
Jaya, Cipari Makmur, Benua Puhun

f. | Verifier 3.1.6

Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau
tata ruang yang ada di dalam RKUPH

Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian a. Selama periode audit, PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan beberapa kegiatan
Singkat pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan mendokumentasikan kegiatan
Justifikasi tersebut dalam berita acara/laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup
kegiatan :
a.  Penandaan batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung
b.  Penyuluhan/sosialisasi kawasan lindung
¢. Pemasangan papan nama dan papan peringatan
d  Pendataan jenis flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung
e. Kegiatan patroli perlindungan hutan di kawasan lindung
f  Pengadaan bibit dan penanaman di kawasan lindung
b. PBPH PT Surya Hutani Jaya telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan
melaporkannya ke instansi terkait secara elektronik melalui website SIMPEL (Sistem
Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup).
Nilai Kinerja o — 0
Indikator 3.1 (24 127) x 100% = 88,89% (BAIK)
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Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri
dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan
dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT SRH telah lengkap
Singkat sesuai dengan gangguan/potensi gangguan hutan di wilayah konsesi serta telah
Justifikasi mengacu pada aturan terkait, diantaranya :
1. SOP Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (No. Dok.
SOP/SRH/R&D-001 Tanggal 28 Nov 2024, Revisi 4)
2. SOP Pengamanan Areal Kawasan Lindung (No. Dok. SOP/SRH/SSD-27 Tanggal 17
Sept 2021 Revisi 2)
3. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No. Dok. SOP/SRH/FOM-001 Tanggal 22 Nov
2024 Revisi 3)
4. SOP Prosedur Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja PBPH (No. Dok.
SOP/SRH/SSD-008 Tanggal 23 Des 2024 Revisi 3)
5. SOP Penyelesaian Konflik Lahan (No. Dok. SOP/SRH/SSD-007 Tanggal 23 Des
2024 Revisi 3)
6. SOP Pengamanan Areal Kerja HTI (No. Dok. SOP/SRH/SSD-008 Tanggal 17 Sept
2021 Revisi 2)
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT Surya Hutani Jaya telah menyediakan sarana prasarana perlindungan dan
Singkat pengamanan hutan yang terbagi dalam sarpras security dan sarpras dalkarhutla.
Justifikasi a. Sarana prasarana security
Jenis dan jumlah sarana prasarana pengamanan telah dinilai mencukupi : mess, pos
jaga, portal, peralatan pribadi, transportasi patroli, dan kelengkapan ATK.
b. Sarana prasarana dalkarhutla
1. Ketersediaan peralatan tangan, peralatan personil, dan perlengkapan mekanis
telah memenuhi kebutuhan/ketentuan untuk 6 regu inti dalkarhutla sesuai
PermenLHK No. P.32 Tahun 2016.
2. Penempatan/keberadaan sarpras dalkarhutla telah menyebar pada setiap distrik
sesuai jumlah kebutuhan/ketentuan jumlah anggota regu
3. Sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) :
- Menara Api : Sebulu 4 unit, Santan 2 unit, MBK 4 unit
- Drone: 3 buah
- Helikopter : 1 buah (basecamp regional)
- Sistem monitoring hotspot : FROS, BRIN, Dashboard Kaltim, dan SIPONGI
- CCTV: 4 unit
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan
teknologi
Bobot 1
NILAI BAIK
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Uraian
Singkat
Justifikasi

Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Surya Hutani Jaya terdiri dari :

1. Tenaga pengamanan hutan (security) sejumlah 58 personil yang seluruhnya
memiliki sertifikat kompetensi Satpamhut dan telah terbagi pada setiap distrik.

2. PT Surya Hutani Jaya telah memiliki organisasi brigade pengendalian kebakaran
hutan dan lahan (brigdalkarhutla) terdiri dari 6 Regu Inti Dalkarhutla (15
orang/regu), Regu Pendukung, dan Regu Perbantuan berupa Masyarakat Peduli
Api (MPA) Distrik Muara Bengkal (10 orang); Sebulu (10 orang); dan Santan (5
orang). Personil regu inti dalkarhutla telah memiliki sertifikat kompetensi Manggala
Agni.

3. PT SRH telah mengadakan kegiatan pelatihan internal perlindungan dan
pengamanan hutan secara berkala.

4. Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan

perlindungan dan pengamanan hutan, yakni : Monitoring hotspot dengan CCTV,
Drone, dan penggunaan aplikasi BRIN, FROS, Dashboard Kaltim, dan SIPONGI.

Verifier 3.2.4

Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

Indikasi luas areal terfragmentasi tanpa izin (perambahan hutan tanpa izin) di wilayah PT
Surya Hutani Jaya seluas 14.479 Ha (9,40% dari luas konsesi). Selama periode audit,
pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan PT Surya Hutani Jaya diantaranya :

1. Patroli areal kerja setiap hari oleh tim security dan dalkarhutla.

2. Monitoring titik panas (hotspot) dengan penggunaan aplikasi BRIN, FROS,
Dashboard Kaltim, dan SIPONGI

3. Pemantauan peringkat bahaya kebakaran setiap hari

4. Pengendalian Hama Penyakit secara intensif, baik di persemaian, saat penanaman,
dan saat perawatan. Aplikasi pestisida dan herbisida sesuai jenis dan dosis yang
ditetapkan (Metode HPT).

5. Kegiatan perlindungan satwa mencakup alokasi koridor satwa, pemantauan populasi,
pembentukan tim monitoring/perlindungan satwa liar dan penyediaan sarpras
pendukungnya.

6. Melaksanakan upaya penyelesaian konflik lahan melalui penyediaan prosedur,
pembentukan kelembagaan penyelesaian konflik, alokasi anggaran, dan pengadaan
kegiatan musyawarah penyelesaian konflik lahan.

Nilai Kinerja
Indikator 3.2

(15/ 15) x 100% = 100% (BAIK)

3!

Indikator 3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat
pemanfaatan hutan

Verifier 3.3.1

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik
dan kimia

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

a. Aspek pengelolaan dan pemantauan dampak fisik kimia sesuai RKL dan RPL tahun
1995 PT Surya Hutani Jaya diantaranya : Iklim : suhu udara dan kelembaban udara;
Tanah : sifat fisik (struktur dan permeabilitas tanah, unsur hara makro, erosi tanah);
dan Air ; sedimentasi, kualitas air.

b. PT SRH telah menyediakan prosedur dalam memantau dan mengelola dampak yang

mungkin timbul, termasuk dampak terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun,
diantaranya seperti :
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1. SOP Pengelolaan Limbah B3 di Area Kerja HTI (No. Dok. SOP/SRH/HSE-014
Tanggal 25 Juni 2025 Revisi 5)

2. SOP Pemantauan Hidrologi (No. Dok. SOP/SRH/HSE-020 Tanggal 30 Okt 2024
Revisi 4)

3. SOP Pemantauan Erosi Tanah (No. Dok. SOP/SRH/HSE-019 Tanggal 30 Okt
2024 Revisi 3)

4. SOP Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Emisi Genset (No. Dok.
SOP/SRH/HSE-21 Tanggal 30 Okt 2024 Revisi 3)

5. SOP Pengayaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (No. Dok. SOP/SRH/FSD-003
Tanggal 18 Nov 2024 Revisi 4)

6. SOP Persemaian Tanaman Hutan (No. Dok. SOP/SRH/FSD-017 Tanggal 18 Nov
2024 Revisi 0)

7. SOP Pengelolaan Pestisida, Limbah B3, dan Manual Handling di HTI (No. Dok.
SOP/SRH/HSE-18 Tanggal 30 Okt 2024 Revisi 3)

Verifier 3.3.2

Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung
dengan SDM yang memadai

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

a. Sarana prasarana pengelolaan dampak fisik-kimia PT Surya Hutani Jaya
diantaranya : Ombrometer (3 unit), AWS (3 unit), TPS LB3 (4 unit), Stik pengukur
erosi dan pengukur tinggi muka air, dan lainnya. Bangunan rawan cemaran BBM
telah sesuai dengan rancang bangun yang dipersyaratkan yakni dilengkapi oiltrap,
bangunan tertutup rapat, dan dilapisi palet. PT SRH memiliki Rintek TPS LB3 dan
kerjasama dengan pihak ketiga berizin dalam proses pengangkutan limbah B3 (PT
Sinar Bintang Albar). Dalam upaya pengelolaan limbah domestik, pada Region 38
telah bekerjasama dengan kecamatan setempat untuk pengangkutan sampah,
namun belum mencakup pada seluruh distrik.

b. Personil kelola lingkungan PT Surya Hutani Jaya sebanyak total 14 orang yang
tersedia setiap distrik pada divisi FS-HSE. GANISPH Binhut sebanyak 2 orang atas
nama Taufan (FS-HSE Distrik Muara Bengkal) dan Akhmad Junai Edi (Plantation,
Distrik Muara Bengkal). Saat audit, PT SRH belum memiliki tenaga kompeten baru
dalam kegiatan penanganan LB3. Beberapa personil yang memiliki kompetensi
dalam kegiatan lingkungan (Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian
Pencemaran Udara, Pengolahan Air Limbah) tidak berada pada divisi Forest
Sustainability yang menangani pengelolaan dampak fisik-kimia secara langsung.
Selama periode audit, belum ada kegiatan pelatihan internal terkait kegiatan
konservasi tanah dan air.

Verifier 3.3.3

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

a. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Surya
Hutani Jaya sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 1904 Tahun 2026.

b. Pelaksanaan pengelolaan-pemantauan komponen fisik-kimia dan limbah B3 :

1. Pada beberapa lokasi petak penanaman dibuat kanal/parit untuk mengalirkan air
larian hingga ke sumber air terdekat. Saluran drainase berupa parit-parit, gorong,
dan jembatan telah dibuat dengan jumlah yang cukup.
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2. Saat observasi lapang, diverifikasi sisa tanaman dibuat melintang sebagai
mulsa/pupuk alami tanah dan pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan baik.

3. Penyiraman jalan telah dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Usaha
Milik Desa Mitra Mandiri

4. Pengelolaan dan pemantauan LB3 secara berkala mencakup penyediaan TPS
sesuai standar dan berizin, kerjasama pengangkutan LB3, dan pelaporan neraca
LB3 melalui website SIMPEL

5. Pemantauan erosi, sedimentasi sungai, kualitas air permukaan, biota air, kualitas
udara, dan kualitas air permukaan secara berkala

c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan

kimia termasuk pengelolaan limbah B3 terekam dengan baik sesuai dengan
dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun tidak mengurangi dampak
lingkungan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengelolaan sampah
domestik/rumah tangga masih belum optimal yang dapat menyebabkan potensi
cemaran terhadap lingkungan. Pada Nursery Distrik Muara Bengkal belum dibangun
sistem pembuangan air limbah (IPAL) atau sediment pond untuk pengelolaan air
buangan bekas pestisida/pupuk.

Nilai Kinerja
Indikator 3.3

(9/12) x 100% = 75,00% (SEDANG)

4. | Indikator 3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

a. | Verifier 3.4.1

Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian PT Surya Hutani Jaya telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi
Singkat berjudul SOP Identifikasi Jenis Flora (No. Dok. SOP/SRH/FSD-005 Tanggal 18 Nov 2024
Justifikasi Revisi 5) dan SOP Identifikasi Jenis Fauna (No. Dok. SOP/SRH/FSD-004 Tanggal 18

Nov 2024 Revisi 4). Teknis/isi prosedur belum lengkap, diantaranya :

- Pengamatan flora dilakukan dengan membuat plot metode kuadrat dimana membagi
kegiatan identifikasi sesuai strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon).
Kegiatan pengamatan fauna dilakukan secara langsung (direct observation) dengan
plot contoh berupa jalur/transek dan melalui metode perjumpaan tidak langsung
seperti identifikasi jejak, suara, kotoran, sarang, dan lain-lain. Teknis identifikasi telah
dibedakan sesuai jenis-jenis satwa yakni burung, mamalia, amfibi dan reptil, biota air,
dan serangga.

- SOP telah menjelaskan sampai dengan inventarisasi vegetasi (kerapatan,
dominansi, frekuensi, INP, indeks keanekaragaman jenis).

- Prosedur telah mengacu pada aturan terkait.

b. | Verifier 3.4.2

Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Selama periode audit, PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan identifikasi flora dan
Singkat fauna dilindungi dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut :

Justifikasi

a. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilindungi dilaksanakan di kawasan lindung
dan kawasan produksi setiap distrik
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b. Pengamatan vegetasi menggunakan metode kuadrat sesuai strata tegakan (semai,
pancang, tiang, pohon) sedangkan pengamatan jenis satwa dengan mencatat jenis
yang ditemukan saat pertemuan langsung dan tidak langsung dengan metode
transek dan metode lainnya sesuai kelas satwa

c. Data hasil identifikasi telah mencantumkan rekaman yang memadai (foto/camera
trap) serta dilengkapi tallysheet pendukung

c. | Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Surya Hutani Jaya :
Smg_kat . 1. Laporan Tahunan Monitoring Satwa dan Vegetasi Di Kawasan Produksi dan
Justifikasi Kawasan Konservasi Tahun 2024
2. Laporan Tahunan Monitoring Satwa dan Vegetasi Di Kawasan Produksi dan
Kawasan Konservasi Tahun 2025
Berdasarkan hasil analisa terhadap kelengkapan data hasil identifikasi flora dan fauna
dilindungi, tersedia data analisis populasi (flora dan fauna); data status perlindungan flora
dan fauna sesuai PermenLHK No. P.106/2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List
(kategori terbaru); Rekaman hasil identifikasi; Data tren perubahan keanekaragaman
jenis flora dan fauna dari tahun ke tahun; dan data tallysheet lengkap dengan metode
perjumpaan jenis satwa tersedia.
Nilai Kinerja 0/ — 40n0
Indikator 3.4 (15715) x 100% = 100% (BAIK)
5. | Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang,

langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi
a. | Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi PT SRH yakni SOP Pengelolaan Flora
Singkat dan Fauna Dilindungi (No. Dok. SOP/SRH/FSD-001 Tanggal 18 Nov 2024 Revisi 5).
Justifikasi Pengelolaan flora dan fauna dilindungi dilakukan melalui identifikasi dan pemantauan
berkala, perlindungan habitat alami, patroli pengamanan kawasan, serta sosialisasi
kepada karyawan dan masyarakat untuk menjaga kelestarian spesies yang dilindungi.
Selain itu, dilakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan bernilai konservasi tinggi
(HCV), penerapan K3, serta penanganan konflik manusia dan satwa liar melalui
koordinasi dengan instansi terkait dan patroli rutin di kawasan lindung. Prosedur telah
mengacu pada aturan terkait.
b. | Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik
Bobot 2
NILAI BAIK
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Uraian
Singkat
Justifikasi

Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT Surya Hutani
Jaya dibandingkan dengan prosedur, diantaranya :

1. Alokasi koridor satwa KPSL berupa sempadan sungai dibuat lebih lebar dari
ketentuan untuk lokasi perlindungan flora-fauna dilindungi serta alokasi areal HCS
agar tidak ditebang

Identifikasi dan penandaan areal ABKT di lapangan serta kawasan lindung
Identifikasi dan inventarisasi jenis flora dan fauna dilindungi
Pemasangan plang larangan perburuan dan patroli areal kerja

Pengayaan di areal kawasan lindung dan penyediaan jenis pakan satwa di

persemaian

6. Memiliki tim monitoring satwa liar/tim mitigasi konflik satwa dan manusia yang
berada dalam tim divisi FS-HSE dan sarana prasarana pendukung

7. Peningkatan kompetensi SDM Konservasi melalui kerjasama dengan BKSDA dalam

Pelatihan SMART Patrol (Spatial Monitoring and Reporting Tool) - sistem patroli

kawasan berbasis teknologi digital untuk pemantauan kawasan konservasi

8. Bekerjasamalberkoordinasi secara langsung dengan BKSDA setempat dalam
kegiatan penanganan konflik satwa liar

[SATEE I o A

c. | Verifier 3.5.3

Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
dan habitatnya di areal PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah mengalokasikan areal PBPH untuk perlindungan
habitat flora dan fauna yang dilindungi, yakni sempadan sungai untuk mencari minum,
makan, serta tempat berkubang satwa; KPPN dan KPSL untuk perlindungan flora dan
fauna dilindungi; alokasi HCV dan HCS Hutan Kerangas agar tidak ditebang; serta
alokasi koridor satwa berupa sempadan sungai yang dibuat lebih lebar dari ketentuan
sebagai lokasi KPSL Koridor Satwa.

Pada saat pengecekan lapangan, areal HCV Hutan Kerangas Distrik Sebulu (0°5'21,192”
N 117°3'18,156" E) terdapat 2 lokasi bekas sarang Orangutan. Informasi dari Auditor
Produksi, pada saat pengecekan lapangan di areal produksi 099E2 Petak A33 ditemui 1
ekor Orangutan. Hal ini mengindikasikan masih ada jenis dilindungi di wilayah PBPH.
Namun, sesuai hasil pengecekan lapangan, areal kawasan lindung masih mengalami
gangguan dari masyarakat. Pada koridor satwa KPSL - Sungai Menamang (0°19'43” N
116°57’1” E) terdapat pembukaan lahan kebun sawit oleh masyarakat. Berdasarkan
kondisi diatas, disimpulkan bahwa terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain
habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna namun masih terdapat gangguan.

Nilai Kinerja
Indikator 3.5

(13/15) x 100% = 86,67 % (BAIK)
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| D. | Aspek SOSIAL

1.

Indikator
4.1

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

Verifier
411

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

PBPH PT Surya Hutani Jaya (PT SRH) memiliki prosedur terkait identifikasi
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif
tertuang dalam :

1. SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (SOP/SRH/SSD-012)
Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa
oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur

2. SOP Akses Jalan Masuk Perusahaan (SOP/SRH/SSD-018) revisi-2 tanggal
17 September 2021.

3. SOP FPIC (Padiatapa) (SOP/SRH/SSD-010) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan
disetujui oleh Direktur.

4. SOP Pemetaan Partisipatif (SOP/SRH/SSD-09) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan
disetujui oleh Direktur.

Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup

tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja,

dokumen. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak
masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH,
dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan
budaya tetap diperbolehkan.

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, Referensi yang ada telah mengacu

pada peraturan perundangan yang berlaku ( seperti : PermenLHK Nomor P.8

Tahun 2021)

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat / masyarakat setempat dan dileniasi serta
penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat / masyarakat setempat secara
partisipatif, yang lengkap, dan telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau
ketentuan perundangan yang berlaku.

Verifier
412

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen identifikasi hak-hak dasar
masyarakat adat/masyarakat setempat memiliki rekaman hasil pelaksanaan
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identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat tertuang dalam :

1) Peta Administrasi Desa sekitar PT Surya Hutani Jaya skala 1 : 350.000
(dalam dokumen SIA), terdapat informasi desa-desa yang ada di dalam dan
sekitar areal ada 24 desa.

2 Peta Identifikasi HHBK PT Surya Hutani Jaya skala 1 : 100.000, lokasi HHBK
yang dimanfaatkan masyarakat sekitar

3 Peta Konflik PT Surya Hutani Jaya tahun 2025 skala 1 : 80.000, terdapat
informasi lokasi konflik yang ada di areal PT Surya Hutani Jaya

4 Data perladangan di areal PT Surya Hutani Jaya Tahun 2024 & 2025

5 Laporan Kegiatan Identifikasi Hak-hak Masyarakat sekitar UMH PT SRH,
Tahun 2025, terdapat informasi hak-hak masyarakat yang masih dilakukan
oleh masyarakat sekitar dan situs budaya yang dilindungi.

6) Laporan Studi Dampak Sosial (SIA) PBPH HTI PT Surya Hutani Jaya Tahun
2025, terdapat informasi Sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar dan
dampak kegiatan operasional PT Surya Hutani Jaya

7 Laporan Pengelolaan HHBK PT Surya Hutani Jaya Tahun 2024 & 2025,
terdapat informasi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang
ada di areal PT SRH dan pengelolaannya

8) Laporan Monev NKT 5 dan 6 PT Surya Hutani Jaya tahun 2024 & 2025,
terdapat informasi SDA/SDH untuk kepentingan masyarakat dan Situs
Budaya (makam tua).

9 Perubahan RKUPH PT Surya Hutani Jaya Periode 2017 - 2026 (tahun 2024),
dalam dokumen tersebut terdapat rencana kerja PT SRH pada periode 10
(sepuluh) tahun.

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki rekaman yang berisi data dan informasi

hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat namun belum disusun sesuai prosedur,
diantaranya yang terkait identifikasi hak-hak tradisional disajikan dalam laporan
secara khusus dan data masyarakat yang melakukan pemanfaatan HHBK & yang
melakukan kegiatan perladangan telah diidentifikasi secara lengkap.

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki rekaman yang berisi data dan informasi

hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dengan prosedur yang mengacu
pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.

Verifier Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal

413 PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan deliniasi dan implementasi

Singkat penandaan batas pada areal PBPH PT SRH yang dikuasai masyarakat dan

Justifikasi kelompok masyarakat, dan PT Surya Hutani Jaya telah melakukan delinasi di

peta dan penandaan di lapangan meliputi :

1) Peta Administrasi Desa sekitar PT Surya Hutani Jaya skala 1 : 350.000
(dalam dokumen SIA), terdapat informasi desa-desa yang ada di dalam dan
sekitar areal ada 24 desa
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2) Penataan batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai
Kartanegara tanggal 5 Juli 2011

3) Penetapan Batas Wilayah Desa Sabintulung Kecamatan Sebulu Kabupaten
Kutai Kartanegara tanggal 4 September 2015

4) Berita Acara Pelaksanaan Batas Desa Sedulang dengan Desa Menamang
Kiri taggal 27 Juli 2013

5) Desa Manamang Kiri dengan PT Surya Hutani Jaya tanggal 21 Juni 2021.

Implemntasi penandaan batas partisipatif PT Surya Hutani Jaya meliputi :

a) Penandaan batas wilayah desa di dalam areal PBPH PT SRH, tersedia
sebagian Pal informasi batas wilayah desa (50%)

b) Deliniasi Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Surya Hutani Jaya
(100 %)

c¢) Penandaan lokasi NKT 5 dan NKT 6 di areal PT Surya Hutani Jaya, tersedia
(100 %)

d) Areal perladangan/klaim lahan yang sudah diidentifikasi hingga Semester Il
tahun 2025 terdapat 44 klaimer dengan luas klaim 14.479 ha (50 %)

Rata - rata hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sebesar (300:4)x 100 % = 75,00 %

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan deliniasi terhadap areal yang
dikuasai/dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, PT Surya Hutani Jaya telah
melakukan penandaan secara partisipatif di lapangan, namun belum
seluruhnya.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa di
areal PT Surya Hutani Jaya telah melakukan penandaan sebagian batas secara
partisipatif terhadap lokasi yang dilindungi masyarakat sekitar.

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan identifikasi dan deliniasi terhadap
areal klaim atau dilindungi oleh masyarakat sekitar yang ada di arealnya, dan
telah melakukan penandaan batas secara partisipatif di lapangan, baru
mencapai 75 %.

Nilai Kinerja (10/12) x 100 % = 83,33 % (BAIK)

Indikator 4.1

2. | Indikator Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang
4.2 sistematis dan terukur

a. | Verifier Tersedia laporan pemetaan potensi konflik
4.2.1
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Selama periode Penilikan ke-1 (tahun 2026), PT Surya Hutani Jaya memiliki
Singkat dokumen/laporan pemetaan potensi konflik yang ada di arealnya meliputi :
Justifikasi 1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun 2024,

dengan nilai score rata-rata 51 % (< 52 %) (kategori
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RENDAH/TERKENDALLI), terdapat bukti penyampaian ke Dishut Kaltim dan
BPHL Wil. XlIl Samarinda tanggal 11 Oktober 2024.

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 2 Tahun 2024,
dengan nilai score rata-rata 51 % (< 52 %) (kategori
RENDAH/TERKENDALLI), terdapat bukti penyampaian ke Dishut Kaltim dan
BPHL XIlI tanggal 24 Februari 2025.

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun 2025,
dengan nilai score rata-rata 51 % (< 52 %) (kategori
RENDAH/TERKENDALLI), terdapat bukti penyampaian ke Dishut Kaltim dan
BPHL XIII tanggal 22 Agustus 2025.

4. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun 2025,
dengan nilai score rata-rata 51 % (< 52 %) (kategori
RENDAH/TERKENDALLI), terdapat bukti penyampaian ke Dishut Kaltim dan
BPHL XIlI tanggal 3 Maret 2026.

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menyusun dokumen Laporan Pemetaan

Resolusi Konflik Semester 1 & 2 Tahun 2024 dan Semester 1 & 2 Tahun 2024,

status konflik pada periode tahun tersebut di tingkat PBPH dengan Score 51 %

atau kategori RENDAH/TERKENDALI, dan telah disampaikan ke instansi
berwenang (terdapat tanda terima).

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah membuat Laporan pemetaan potensi dan

resolusi konflik (sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), serta telah

melaporkan kepada instansi berwenang dan telah dilaporkan secara on line
melalui SIPASHUT.

Verifier Tersedia Mekanisme resolusi konflik

422

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang
Singkat ada di arealnya tertuang dalam :

Justifikasi

1. SOP Penyelesaian Konflik Lahan (SOP/SRH/SSD-07) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan
disetujui oleh Direktur

2. SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI
(SOP/SRH/SSD-08) Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen
Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur

Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup
lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi,
prosedur dan dokumen.

Hasil telaahan terhadap SOP Penyelesaian Konflik Lahan, belum seluruhnya
mengacu pada PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 (lampiran V), terutama pada
point : 4) klasifikasi “bobot” untuk penetapan “score” bobot ringan < 125,
sedang antara 125 - 195, berat > 195, sedangkan pada P.8 Tahun 2021, score
sangat rendah < 36 %, rendah 36 % - < 52 %, waspada 52 % - <68 %, kritis

68 % - < 84 %, sangat kritis 84 % - 100 %.

Berdasarkan telaah terhadap sosialisasi SOP Resousi Konflik dengan
masyarakat, diketahui bahwa SOP belum disosialisasikan ke seluruh desa yang
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terdampak. PT Surya Hutani Jaya telah melakukan sosialisasi kepada 17 desa
(sebagian) dari total 24 desa binaan.

Verifier
423

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki kelembagaan penanganan resolusi
konflik yang tertuang di dalam Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT
Surya Hutani Jaya (Internal) tanggal 5 Januari 2026 dengan susunan sebagai
berikut :

Kepala HTI : Budi Kuswanto

District Head : Joko Cahyono, Muasril, Tri Agus Widodo

- FP &FS: Randy J.; Totok S.; Bejo Edy S.

Legal - Alfio

Social & Security : Takkas T.

External Relation : Sudarsono
Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT Surya Hutani Jaya (Eksternal) :
e KPHP Santan

e Camat Sebulu > Kades Mekar Jaya, Sumber Sari, Manunggal Jaya, Giri
Agung

e Camat Muara Kaman - Kades Puan Cepak, Sabintulung, Sedulang,
Teratak, Bunga Jadi, Benua Puhun, Menamang Kiri, Menamang Kanan.

e Camat Muara Bengkal ->Kades Batu Balai, Benua Baru, Muara Bengkal

Dalam struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung

jawab dengan jelas dan telah melibatkan para pihak sesuai dengan
kewenanganannya

Terkait pendanaan telah tersedia sesuai dengan kebutuhan, dimana sesuai data
rencana anggaran penanganan konflik pada periode tahun 2025 sebesar Rp.
33.630.000,- dan 2026 sebesar Rp 30.809.000,-

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola
konflik yang dibuktikan dengan adanya anggaran Penanganan konflik didukung
oleh SDM yang dimiliki perusahaan sesuai dengan Lampiran V PermenLHK
Nomor 8 Tahun 2021 dalam hal biaya yang meliputi biaya persiapan dalam
penyusunan rencana resolusi konflik, biaya penyiapan organisasi dan SDM, biaya
pelaksanaan antara lain pengadaan sarana dan prasarana, biaya konsekuensi
pelibatan pihak ketiga serta biaya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam
Budget Konflik Tahun 2025 dan 2026

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan
konflik yang melibatkan para pihak, serta PT SRH menyiapkan anggaran untuk
penyelesaian konflik setiap tahun yang dirinci sesuai dengan tahapan
penyelesaian konflik.

Verifier
424

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik

Bobot

1

NILAI

BAIK
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Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki rencana penanganan konflik yang
Singkat tertuang dalam :
Justifikasi 1) Rekapitulasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik periode tahun 2025 dengan
anggaran sebesar Rp. 33.630.000,-
2) Rekapitulasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik periode tahun 2026 dengan
anggaran sebesar Rp. 30.809.000,-
Berdasarkan uraian di atas, pada PT Surya Hutani Jaya telah menyusun rencana
resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik memuat sasaran yang jelas
(termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu,
alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan
evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak.
PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan identifikasi potensi konflik yang ada
di arealnya, dan PT Surya Hutani Jaya telah menyusun rencana resolusi konflik
yang berdasarkan hasil pemetaan konflik yang sudah masuk dalam dokumen
RKUPH, dan penyusunannya melibatkan para pihak.
Verifier Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
425
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya, telah melakukan penanganan konflik terhadap
Singkat potensi konflik terkait klaim lahan yang ada di arealnya seperti pada tabel berikut :
Justifikasi No.| Tahun | Rencana | Realisasi | Prosentase
(ha) (ha) (%)
1 2024 3 kasus 3 kasus 40,14
1.405 564 *)
2 2025 3 kasus 6 kasus 39,19
598,5 2346
3 2026 6 kasus 6 kasus 100,00
5276 527,6
Jumlah 2.5311 1.326,2 59,77

Note : *) sudah dilakukan pendekatan persuasif dengan pihak kehutanan namun

belum ada kesepakatan

Upaya penanganan kegiatan klaim lahan oleh masyarakat atau kelompok

masyarakat melalui tahapan:
a) Sosialisasi kepada kelompok dan desa

o O O

Pertemuan di desa dan muspika

Pembuatan laporan pengaduan

)
) Identifikasi dan verifikasi lapangan
)
)

D

Proses pemeriksaan saksi
f) Sidang
) Damailrestorasi justice

Pada periode Penilikan tahun 2024-2026 rata-rata realisasi pelaksanaan
penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 59,77 % dari rencana

(o]
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penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang
berwenang.

Verifier Legalitas kemitraan konsesi hutan

426

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen Revisi RKUPH Periode
Singkat Tahun 2017 — 2026 (tahun 2024) yang didalamnya terdapat rencana program
Justifikasi kegiatan Multi Usaha Kehutanan (MUK) meliputi : Pemanfaatan HHBK berupa

Budidaya Aren dan Nira, dll. serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa
Perlindungan keanekaragaman hayati, dan Penyerapan/penyimpanan karbon.
Terdapat Kesepakatan atau MoU PT Surya Hutani Jaya dengan masyarakat
sekitar sebagai berikut :

1) Kesepakatan Bersama Kemitraan Tanaman Kehidupan antara PT Surya
Hutani Jaya dengan Masyarakat desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal,
tanggal 6 November 2019 (luas 766,6 ha) tentang Sharing manfaat Hasil
Tebangan Tanaman Pokok di areal Tanaman Kehidupan (wilayah desa
Benua Baru) sharing manfaat sebesar Rp. 10.000,- /ton dikalikan jumlah
produksi kayu.

2) Kesepakatan Bersama Kemitraan Tanaman Kehidupan antara PT Surya
Hutani Jaya dengan Masyarakat desa Menamang Kanan Kec. Muara Kaman,
tanggal 3 Maret 2018 (luas 1.880,10 ha) tentang Sharing manfaat Hasil
Tebangan Tanaman Pokok di areal Tanaman Kehidupan (wilayah desa
Menamang Kanan) sharing manfaat sebesar Rp. 10.000,- /ton dikalikan
jumlah produksi kayu x 5 % dan Program CSR PT SRH di desa Menamang
Kanan

3) Kesepakatan Bersama Kemitraan Tanaman Kehidupan antara PT Surya
Hutani Jaya dengan Masyarakat desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman,
tanggal 3 Maret 2016 (1.103,,52 ha) tentang Sharing manfaat Hasil
Tebangan Tanaman Pokok di areal Tanaman Kehidupan (wilayah desa
Menamang Kiri) sharing manfaat sebesar Rp. 10.000,- /ton dikalikan jumlah
produksi kayu x 5 % dan Program CSR PT Surya Hutani Jaya di desa
Menamang Kiri.

Terkait Program Kemitraan Konsesi Hutan, PT Surya Hutani Jaya saat ini telah

melakukan tahapan rincian kegiatan kemitraan konsesi hutan, dengan rincian

sebagai berikut (masih dalam proses) :

a) Tanggal 24 September 2025, sosialisasi pembentukan MUK dan KTH

b) Tanggal 25 September 2025, BA Pembentukan Kelompok Tani Hutan
“ Harapan Bersama” desa Giri Agung

c) Tanggal 26 September 2025, SK Penetapan KTH “ Harapan Bersama”
oleh Kades Giri Agung dengan Nomor 006/GA/SKKADES/100/9/2025.

d) Permohonan Registrasi KTH kepada Dinas Kehutanan berdasarkan surat
nomor ; 02/KTH-HB/X/2025 (tidak terdapat tanggal dan bukti
pengiriman)

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Hutan “Harapan Bersama”

(Bpk. Makmun), progres terakhir KTH Harapan Bersama adalah baru
melengkapi dan menyampaikan berkas untuk Registrasi kepada Dinas
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Kehutanan Prov. Kaltim (namun bukti tanda terima tidak tersedia, dan masih
dalam perbaikan)

PBPH PT Surya Hutani Jaya belum memiliki dokumen kerjasama kemitraan
konsesi hutan yang memuat hak dan kewajiban yang disetujui dan disepakati
oleh para pihak.

Nilai Kinerja (20/27)x100 % =74,07 % (SEDANG)

Indikator 4.2

3. | Indikator Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil
4.3 antar para pihak

a. | Verifier Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
431 setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan

SDH oleh pemegang PBPH

Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Dokumen/laporan datadan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
Singkat masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
Justifikasi pengelolaan SDH PT SRH meliputi :

1. Peta Administrasi Desa sekitar PT SRH skala 1 : 350.000 (dalam
dokumen SIA), terdapat informasi desa-desa yang ada di dalam dan
sekitar areal ada 24 desa.

2. Peta Identifikasi HHBK PT Surya Hutani Jaya skala 1: 100.000, lokasi
HHBK yang dimanfaatan oleh masyarkat

3. Peta Konflik PT SRH tahun 2025 skala 1 : 80.000, terdapat informasi
lokasi konflik yang ada di areal PT SRH

4. Data perladangan di areal PT SRH Tahun 2024 & 2025

5. Laporan Kegiatan Identifikasi Hak-hak Masyarakat sekitar UMH PT SRH,
Tahun 2025, terdapat informasi hak-hak masyarakat yang masih
dilakukan oleh masyarakat sekitar dan situs budaya yang dilindungi.

6. Laporan Studi Dampak Sosial (SIA) PBPH HTI PT SRH Tahun 2025,
terdapat informasi Sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar dan
dampak kegiatan operasional PT SRH

7. Laporan Pengelolaan HHBK PT SRH Tahun 2024 & 2025, terdapat
informasi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang ada di
areal PT SRH dan pengelolaannya

8. Laporan Monev NKT 5 dan 6 PT SRH tahun 2024 & 2025, terdapat
informasi SDA/SDH untuk kepentingan masyarakat dan Situs Budaya
(makam tua)

9. Jumlah karyawan Lokal PT SRHpada periode tahun 2024 — 2026, rata -
rata %.

10. BAST Kegiatan Kelola Sosial PT SRH Tahun 2024 - 2025 (tersedia
sesuai kegiatannya)

11. Dokumen Perubahan RKUPH PT Surya Hutani Jaya periode 2017 — 2026
(tahun 2024), sesuai SK nomor 11645 Tahun 2024 tanggal 25 September
2024
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Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Surya Hutani Jaya
telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
oleh pemegang PBPH yang lengkap dan telah diperbaharui.

Verifier Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
432 hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan
Singkat peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :

Justifikasi 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02)

Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa
oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

2. SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan
disetujui oleh Direktur.

3. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SRH/SSD-06) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan
disetujui oleh Direktur.

4. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-03)
Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa
oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

5. SOP Prosedur Tanaman Kehidupan & Kemitraan (TK) (SOP/SRH/SSD-
018) Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head,
diperiksa oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

6. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-04) Revisi-3
tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala
HTI dan disetujui oleh Direktur.

7. SOP Rekrutment dan Seleksi (SOP/SRH/HGD-03) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan
disetujui oleh Direktur.

8. SOP Akses Jalan Masuk Perusahaan (SOP/SRH/SSD-018) revisi-2 tanggal
17 September 2021.

Tersedia beberapa perjanjian kerjasama dengan masyarakat dan bukti

sosialisasi, yang meliputi :

1. MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

2. Kesepakatan Bersama Kemitraan Tanaman Kehidupan

3. Surat Perjanjian Kerjasama tentang Kemitraan Tanaman Kehidupan Dalam
Areal Kerja

4. Nota Kesepahaman Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

5. Berita Acara sosialisasi SOP peningkatan ekonomi masyarakat, namun
belum seluruh desa telah disosialisasikan

Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup

lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi,

prosedur dan dokumen. Prosedur tersebut telah mengakomodir kegiatan
peningkatan ekonomi sesuai dengan potensi setempat diantaranya dalam
penyerapan tenaga kerja, pembinaan industri rumah tangga berbasis produksi
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pertanian dan hutan setempat, pembinaan usaha pertukangan dan kerajinan,
mendorong tumbuhnya kios-kios/warung dan pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu, dan sistim pengembangan pola usaha dengan kemitraan.

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, namun prosedur yang terkait dengan
program-program ekonomi lainnya belum secara jelas diketahui oleh
masyarakat, serta SOP belum disosialisasikan ke seluruh desa binaan (24
desa).

Verifier
433

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Pada periode Penilikan ke-1 (tahun 2026), PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki
dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :

1) Dokumen Perubahan RKUPH PT SRH periode 2017 — 2026 (tahun 2024),
sesuai SK nomor 11645 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, dalam
dokumen tersebut terdapat perubahan rencana operasional perusahaan
selama 10 tahun dan telah merencanakan program Multi Usaha Kehutanan
(MUK)

2) RKTPH PT SRH Tahun 2024-2026 (self approval), terdapat informasi terkait
kegiatan operasional PT SRH pada tahun berjlan

3) Project Plan CD CSR PT SRH Tahun 2024 — 2026, merupakan rincian
program CD CSR PT SRH pada tahun berjalan yang memuat target dan
anggaran biaya

4) MoU Lahan Hutan kemasyarakatan dengan KT Maju Bersama (Tahun 2023),
tentang Pembuatan Sawah oleh KT Harapan Bersama di areal PT SRH.

5) Kemitraan Konsesi Hutan antara PT SRH dengan KTH “ Harapan Bersama”
(masih dalam proses registrasi).

Hasil wawancara dengan responden wakil masyakat sekitar areal, menyatakan

bahwa belum ada perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang disepakati

bersama yang mengakomodir aspirasi masyarakat

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki sebagian dokumen rencana pemegang

PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum mengakomodir

aspirasi Masyarakat.

Verifier
434

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan
aktifitas ekonomi produktif masyarakat meliputi :

- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan CD CSR/Kelola Sosial Tahun
2024 - 2025 rata-rata sebesar 32,12 %
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- Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT SRH Tahun 2026, sebesar 59,62 %
- Pemanfaatan Kontraktor Lokal PT SRH tahun 2024 - 2026, rata-rata sebesar
51,85 %
- Kerjasama kemitraan dengan Masyarakat, baru sebagian (KT Harapan
Bersama), atau sebesar 50 %
- Penggunaan akses jalan koridor untuk kegiatan masyarakat, termasuk untuk
kegiatan ekonomi masyarakat desa terdampak, atau sebesar 100%.
Sehingga implementasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Surya
Hutani Jaya sebesar :
(32,12 +59,62 +51,85+50+100) % : 5= 58,72 % ( > 50 %)
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH oleh PT
Surya Hutani Jaya mencapai 58,72 % ( > 50%) dari rencana.

Nilai Kinerja (13/15)x100 % = 86,67 % (BAIK)

Indikator 4.3

4. | Indikator Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan
4.4 perundangan yang berlaku

a. | Verifier |dentifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan
441 lingkungan Pemegang PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi
Singkat kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &
Justifikasi lingkungan meliputi :

v Bantuan Perbaikan Jalan menuju desa binaan dan jalan tani

v Bantuan BBM/Solar di desa Menamang Kanan, desa Menamang Kiri, desa
Senambah, dan dusun parang Buaya

v Sharing manfaat produksi kayu

v" Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat.

Selain itu identifikasi kebutuhan masyarakat juga disampaikan oleh peserta yang
hadir pada saat kegiatan sosialisasi, diantaranya tertuang pada notulen kegiatan
sosialisasi yang menjelaskan tentang usulan-usulan masyarakat diantaranya
terkait dengan perbaikan akses jalan menuju desa-desa yang berada di sekitar
areal izin.

Dalam rangka Identifikasi PT Surya Hutani Jaya telah melibatkan masyarakat.
Program kerja Kelola Sosial telah dikonsultasikan dengan masyarakat dalam
kegiatan sosialiasi, namun belum dilengkapi dengan kesepakatan antara PT
Surya Hutani Jaya dan masyarakat dalam penyusunan program tanggung jawab
sosial dan lingkungan

Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan wakil
masyarakat sekitar diperoleh informasi, PBPH PT Surya Hutani Jaya telah
memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung
jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa
terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/
koordinasi, namun belum dilengkapi dengan kesepakatan antara PT Surya
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Hutani Jaya dan masyarakat dalam penyusunan program tanggung jawab sosial
dan lingkungan, sedangkan untuk kegiatan CSR diluar kesepakatan harus
berdasarkan proposal/ usulan dari Masyarakat.

Verifier Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
442 pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Surya Hutani Jaya memiliki
Singkat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup
Justifikasi sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana

PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :

1) Revisi RKUPHK PBPH PT Surya Hutani Jaya periode 2017-2026 sesuai SK
nomor 11645 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, dalam dokumen
tersebut terdapat perubahan rencana operasional perusahaan selama 10
tahun dan telah merencanakan program Multi Usaha Kehutanan (MUK)

2) RKTPH PT SRH Tahun 2024-2026 (self approval), terdapat informasi terkait
kegiatan operasional PT SRH pada tahun berjlan

3) Project Plan CD CSR PT SRH Tahun 2024 — 2026, merupakan rincian
program CD CSR PT SRH pada tahun berjalan yang memuat target dan
anggaran biaya

4) MoU Lahan Hutan kemasyarakatan dengan KT Maju Bersama (Tahun 2023),
tentang Pembuatan sawah oleh KT Harapan Bersama di areal PT SRH.

5) Kemitraan Konsesi Hutan antara PT Surya Hutani Jaya dengan KTH
“ Harapan Bersama” (masih dalam proses registrasi)

Dalam Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 — 2026 (Tahun 2024)

disebutkan bahwa rencana kelola sosial yang akan dijalankan oleh PT Surya

Hutani Jaya adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat sekitar melalui kemitraan konsesi hutan sesuai
dengan peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PermenLHK P.9
tahun 2021 dan KepmenLHK No. 285 tahun 2024)

2. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan/atau usaha
mikro, kecil dan menengah.

Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan tercakup dalam:

1. Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 — 2026 (Tahun 2024), RKTPH
Tahun 2024 s.d. 2026, Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial Tahun
2024 s.d. 2025, dan Project plan CD CSR (Kelola Sosial) Tahun 2024 s.d.
2026.

2. Sasaran yang jelas berdasarkan masyarakat terdampak wilayah operasional
dan sekitar RKT Tahun 2024 - 2026.

3. Tersedia SDM berdasarkan struktur organisasi PT Surya Hutani Jaya pada
Social Community Engagement Departement.

4. Sarana prasarana tersedia dalam bentuk kendaraan operasional beserta
anggaran operasionalnya

Berdasarkan uraian di atas, pada PT Surya Hutani Jaya tersedia dokumen

rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sasaran

yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan

didasarkan hasil identifikasi. Namun, dalam pelaksanaannya belum dilengkapi
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dengan kesepakatan antara PT Surya Hutani Jaya dan masyarakat dalam
penyusunan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Verifier
443

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Surya Hutani Jaya memiliki
mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan
lingkungan antara lain :

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02)
Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa
oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

2. SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI
dan disetujui oleh Direktur.

3. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SRH/SSD-06) Revisi-3 tanggal 13
Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh Kepala HTI
dan disetujui oleh Direktur.

4. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-03)
Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa
oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

5. SOP Prosedur Tanaman Kehidupan & Kemitraan (TK) (SOP/SRH/SSD-
018) Revisi-3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head,
diperiksa oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

6. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-04) Revisi-
3 tanggal 13 Desember 2024, dibuat Departemen Head, diperiksa oleh
Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur.

7. SOP Rekrutment dan seleksi (SOP/SRH/HGD-03) revisi-2 tanggal 17
September 2021.

8. SOP Akses Jalan Masuk Perusahaan (SOP/SRH/SSD-018) revisi-2
tanggal 17 September 2021

Prosedur disiapkan oleh Supervisor Kelola Sosial, diperiksa oleh Asisten Manajer
Kehutanan dan disahkan oleh Manajer. Sistimatika prosedur telah cukup lengkap
mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, definisi, prosedur,
dokumentasi dan hasil yang diperoleh.
PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki prosedur/mekanisme yang telah memuat
dengan jelas tugas dan tanggung jawab para pihak dan telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang, dan SOP telah mengacu pada peraturan perundangan
yang berlaku.

Verifier
444

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
pemegang PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Surya Hutani Jaya telah
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal sebagai berikut :

No | Desa Tanggal Peserta | Tempat
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Tahun 2025

1 Batu Balai 18/03/2025 8 | Kantor Desa Batu Balai

2 | Benua baru 06/03/2025 ta | Kantor Desa Benua Baru

3 | Menamang Kiri | 19/03/2025 7 | Kantor Desa Menamang Kiri

4 Bunga Jadi 26/02/2025 22 | Kantor Desa Bunga Jadi

5 | Giri Agung 271212025 19 | Kantor Desa Giri Agung

6 Menamang 241212025 20 | Kantor Desa  Menamang
Kanan Kanan

7 | Puan Cepak 211212025 19 | Kantor Desa Puan Cepak

8 | Sabintulung 24/2/2025 20 | Kantor Desa Sabintulung

9 | Teratak 20/2/2025 17 | Kantor Desa Teratak

Tahun 2026

1 Benua Pohon | 14/10/2026 ta | Kantor Desa Benua Pohon

2 | Cipari Makmur | 14/10/2026 10 | Kantor Desa Cipari Makmur

3 Panca Jaya 14/10/2026 9 | Kantor Desa Panca Jaya

4 Puan Cepak 13/10/2026 16 | Kantor Desa Puan Cepak

) Rantau 13/10/2026 10 | Kantor Desa Rantau Hempang
Hempang

6 | Sedulang 13/10/2026 17 | Kantor Desa Sedulang

7 Sidomukti 14/10/2026 Kantor Desa Sidomukti

8 | Teratak 14/10/2026 Kantor Desa Teratak

9 Batu Balai 15/10/2026 18 | Kantor Desa Batu Balai

10 | Muara Bengkal | 16/10/2026 19 | Kantor Desa Muara Bengkal llir
llir

11 | Muara Bengkal | 16/10/2026 21 | Kantor Desa Muara Bengkal
Ulu Ulu

12 | Menamang 10/10/2026 5 | Kantor Desa  Menamang
Kanan Kanan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi sosialisasi program prioritas
tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah
disosialisasikan, namun dilakukan pada seluruh desa binaan.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar areal, diperoleh informasi
bahwa PT Surya Hutani Jaya telah melakukan sosiaslisasi kepada masyarakat
desa sekitar, namun tidak dilakukan secara rutin dan pada seluruh desa binaan.
PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada
sebagian masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan
lingkungan, namun tersedia sebagian bukti proses sosialisasi dan
terdokumentasi.

Verifier
445

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang

PBPH
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Bobot 2

NILAI . | SEDANG

Uraian : | PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola
Singkat Sosial Tahun 2024 - 2025 sebagai berikut :

Justifikasi a. Realisasi Kelola Sosial PT Surya Hutani Jaya Tahun 2024, sebesar Rp.

489.137.862,- dari rencana Rp.321.570.000,- (atau 152 %)

b. Realisasi Kelola Sosial PT Surya Hutani Jaya Tahun 2025, sebesar
Rp.952.251.689,- dari rencana Rp.828.042.200,- (atau 115 %)
Rata-rata realisasi kelola sosial sebesar 133,5 %
Realisasi kegiatan kelola sosial PT Surya Hutani Jaya tahun 2024 - 2025
meliputi :
1. Bantuan BBM/Solar di desa Menamang Kanan, desa Menamang Kiri, desa
Senambah, dan dusun parang Buaya
Bantuan dana hari besar agama dan Acara Adat
Bantuan Dana HUT RI desa dan kecamatan sekitar.
Penyiraman jalan di simpang arah log pond
Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal tahun 2026 rata-rata sebesar 59,62 %

o s e

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Surya Hutani Jaya tahun 2024 -
2025, rata-rata sebesar 133,5 % dari rencana, masih belum maksimal dan
belum ada realisasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif yang
berkelanjutan seperti kerjasama kemitraan dan kerjasama dengan koperasi

desa.
Nilai Kinerja (17/24)x 100 % = 70,83 % (SEDANG)
Indikator 4.4
5. | Indikator : | Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
4.5
a. | Verifier . | Ketersediaan sarana hubungan industrial
451
Bobot 1
NILAI . | BAIK
Uraian : | PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen sarana hubungan industrial
Singkat terhadap karyawannya dan implementasinya tertuang dalam :
Justifikasi 1) PT Surya Hutani Jaya memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai

dengan SK dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.500.15.12.1/6810/B.PHI
&JAMSOSTEK/2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
PT Surya Hutani Jaya 2024-2026 dengan PUK Serikat Pekerja Kahutindo
PT SRH tanggal 12 November 2024 dan berlaku hingga 17 September
2026, tersedia BA Sosialisasi PKB pada tanggal 6 Mei 2025.

2) Tersedia Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO DPC FSP KAHUTINDO
dengan komposisi dan personalia Pengurus Unit Kerja (PUK):

3) Tersedia Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Periode Tahun 2024-2027
dengan susunan pengurus yang masih aktif bekerja sebagai berikut: Ketua
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(Ragil Kasianto Niti Putro), Wakil Ketua (Teguh Prasetyo), Sekretaris
(Hyerlyani Saragih, Bendahara (Pipit Rosyadi), Anggota (Agung Prabowo dan
Ardani Kuswanto)

4) PT Surya Hutani Jaya telah menjadi anggota organisasi pengusaha (APHI)
sesuai dengan Nomor Keanggotaan : 282 sebagai anggota biasa

5) PT Surya Hutani Jaya memiliki SOP Hubungan Industrial (No. dokumen :
SOP/SRH/HGD-24) rev.2 tanggal berlaku 30 Oktober 2024, dibuat oleh Dept.
Head, diperiksa oleh Kepala HTI dan disetujui oleh Direktur

6) PT Surya Hutani Jaya telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh
kesah yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama pada BAB XIII (Keluh
Kesah & Konsultasi Ketenagakerjaan), Pasal 77 dan pasal 78

7) PT Surya Hutani Jaya memiliki Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan
kepada instansi terkait yang terakhir tanggal 2 Maret 2026

8) Terdapat contoh SPK an. Fivin Prabutama (PKWTT), Aridhin Faza (PKWTT)
dan M. Zainuri (PKWTT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.
PT Surya Hutani Jaya memiliki peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang lengkap sesuai peraturan yang berlaku

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Surya Hutani Jaya (an.ZDY, MMF

dan RK), diperoleh informasi bahwa PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen

sarana hubungan industrial, serta telah diimplementasikan seluruhnya.

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen sarana hubungan industrial, serta

memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang

disepakati dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Verifier Implementasi kebijakan standar jenjang karier

452

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya telah mengatur standar jenjang karir bagi karyawan
Singkat dalam dokumen:

Justifikasi 1. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2024-2026 pada Bab XII

(Penilain Prestasi Kerja, Promosi dan Penghargaan) yang meliputi Pasal
73 (Penilaian Prestasi Kerja) dan Pasal 74 (Promosi dan Demosi Pekerja)

2. SOP Promosi (SOP/SRH/HGD-20) revisi-2 tanggal 16 Agustus 2021

Terdapat sampel dokumen proses jenjang karir periode tahun 2024 s.d. 2023

dengan kriteria promosi jabatan:

e Level tenaga kerja yang bersangkutan masih di bawah level yang
seharusnya sesuai dengan posisi yang dijabat oleh tenaga kerja yang
bersangkutan.

o Nilai PAT/PPO dua tahun terakhir minimal B.

e  Diprioritaskan kandidat dalam talent pool.

e Tenaga kerja telah bekerja minimal selama satu tahun.

Dalam struktur organisasi tanggal 1 Mei 2026 tentang Struktur Organisasi PT
Surya Hutani Jaya dan tidak ditemukan perangkapan jabatan oleh satu orang dan
telah mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan operasional perusahaan

Implementasi peningkatan jenjang karir :
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- Tahun 2024 : terdapat promosi perubahan kenaikan level untuk 2 (dua)
orang

- Tahun 2025 : terdapat promosi perubahan status untuk 2 (dua) orang
menjadi karyawan tetap.

- Tahun 2026 : Promosi 6 (enam) orang karyawan PT SRH terealisasi 6
(enam) orang sesuai usulan (100 %)

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD, menyatakan bahwa realisasi
promosi sesuai dengan yang diusulkan oleh masing-masing departemen dan
jabatan yang ada telah terisi semua.

Implementasi:

Dokumen Acuan Standar Jenjang Karir (100%)

Penilaian Kinerja Karyawan (100%)

SK Promosi Karyawan (100%)

Kebutuhan dan Kepentingan Operasioanal (100%)

Rata-rata prosentase pencapaian sebesar :

(100+100+100+100) % : 4 =100%

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang

berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada periode
tahun 2024-2026 telah diterapkan sekitar 100 %.

AN NEN

Verifier Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
453
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang
Singkat dalam dokumen PKB periode 2024 - 2026 Bab IX Pasal 50 tentang Pendidikan
Justifikasi dan Pelatihan
Implementasi pengembangan SDM PT Surya Hutani Jaya sebagai berikut :
1) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2024 sebesar 129 %
(1.125 dari rencana 875 peserta)
2) Realisasi peningkatan SDM melalui petatihan tahun 2025 sebesar 128 %
(1.118 dari rencana 875 peserta)
Rata-rata peningkatan SDM sebesar 128,5 %
Hasil wawancara dengan bagian HRD, diperoleh informasi bahwa pengembangan
kompetensi karyawan telah berlangsung, utamanya yang terkait dengan
Kebutuhan perusahaan.
PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan pengembangan kompetensi
karyawan dimana pada periode tahun 2024-2025 rata-rata mencapai 128,5 %,
dan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Verifier Pemenuhan hak — hak kesejahtraan karyawan
454
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Kebijakan PT SRH terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan dan
Singkat implementasinya meliputi :
Justifikasi
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Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PBK) periode 2024 — 2026 yang
mengatur terkait pengupahan, perawatan dan pengobatan, perlengkapan,
kemananan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan sosial.

SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.554/2024 tanggal 18
Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Kukar Tahun 2025,
sebesar Rp .

Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. XX dan XY, upah yang diterima
diatas UMK yang berlaku di Kab. Kukar/Kab. Kutim dan ditambah tunjangan
lainnya.

Gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 26, selama ini pembayaran lancar
dan tidak pernah terlambat

PT Surya Hutani Jaya memiliki bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjan
bulan April 2026 sebesar Rp. 224.096.612,- dan bulan Mei 2026 sebesar Rp.
239.600.440,- serta contoh kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan an. Resaka
Indra Setiawan dan Arya Raihan

PT Surya Hutani Jaya memiliki bukti pembayaran BPJS Kesejahteraan bulan
April 2026 sebesar Rp. 114.012.266,- dan bulan Mei 2026 sebesar Rp.
116.874.766,- serta contoh kartu peserta BPJS Kesehatan an. Setiawan dan
Arya Raihan

Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT Surya Hutani
Jaya KM 38 yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Kantin,
Sarana Ibadah, Sarana olah raga, sangat baik

Di Camp PT Surya Hutani Jaya dilengkapi dengan Klinik perusahaan,
dilengkapi dengan tenaga medis 1 dokter dan 1 paramedis, mobil ambulan.
Apabila perlu rujukan dirujuk ke Puskesmas terdekat yang ada di kecamatan
Sebulu jarak tempuh 20 menit dari KM 38, selanjutnya ke Rumah Sakit yang
ada di Tenggarong

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. ZDY, MMF dan RK ) diperoleh informasi bahwa PT
Surya Hutani Jaya telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan
kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan lainnya,
telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Nilai Kinerja
Indikator 4.5

(18118 ) x 100 % = 100 % (BAIK)
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang
dicapai = 55 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 87,30% dengan perhitungan sebagai berikut :

1.1 Baik 3 3

1.2 Sedang 2 3

1. PRASYARAT 1.3 Baik 3 3
14 Baik 3 3

1.5 Sedang 2 3

2.1 Sedang 2 3

22 Baik 3 3

2 PRODUKSI 23 Bur,UK 1 &
24 Baik 3 3

25 Baik 3 3

26 Baik 3 3

3.1 Baik 3 3

3.2 Baik 3 3

3. EKOLOGI 3.3 Sedang 2 3
3.4 Baik 3 3

35 Baik 3 3

4.1 Baik 3 3

4.2 Sedang 2 3

4. SOSIAL 4.3 Baik 3 3
4.4 Sedang 2 3

4.5 Baik 3 3

Jumlah 55 63

Total Nilai Kinerja Indikator PHL

55/63 x 100% = 87,30%

BAIK
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4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU :

1.

PRINSIP 1

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak
Pengelolaan

Verifier
111.a

Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa
keberadaan dan keabsahan SK. PBPH PT Surya Hutani Jaya (PT SRH) telah dipenuhi
seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut :
» PT Surya Hutani Jaya memiliki perizinan usaha (SK HPH-HTI) untuk areal

seluas + 183.300 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia No. 156/Kpts-11/1996 tanggal 8 April 1996. Terdapat
lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Djamaludin Suryohadikusumo dan
distempel;

» Terdapat perubahan nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) menjadi Perizinan
Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI Nomor SK.684/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10
September 2021;

» Perubahan Luasan dari £ 183.300 hektar menjadi £ 153.875 hektar
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November 2022;

b. PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen lagalitas perseroan lainnya
berupa akta pendirian perusahaan, akte perubahan terakhir, NIB dan NPWP
sebagai berikut :

- Akta pendirian perusahaan No. 03 tanggal 1 April 1992 oleh Notaris Benny Kristianto, SH.
dan telah didaftarkan di Kemenkumham RI sesuai SK Menkumham Nomor : C2-3222
HT.01.01.Th92 tanggal 25 April 1992;

- Akta Perubahan terakhir No. 24 tanggal 11 Juli 2025 berupa Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham PT Surya Hutani Jaya yang dibuat didepan Notaris Dahlia, SH.
yang berkedudukan di Jakarta Utara dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum R
sesuai Surat Kementerian Hukum RI Nomor AHU-AH.01.09-0314755 tanggal 22 Juli 2025;

- Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko PT Surya Hutani Jaya Nomor
9120408991827 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2019 dan telah dilakukan
perubahan ke-3 tanggal 23 November 2021.

- NPWP No. 0015 8557 4572 8000 atas nama PT Surya Hutani Jaya.

Verifier
11.1b

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan
(N/A jika tidak ada)

Nilai

Not Applicable

Uraian
singkat
justifikasi

Berdasarkan telaah dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 periode 2017-
2026, dokumen RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 serta informasi PIC
VLHH PBPH PT Surya Hutani Jaya dapat dipastikan tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Sehingga dengan demikian pada
verifier 1.1.1.b. tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A).
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PRINSIP 2

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Verifier
211.a

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH)
dengan lampiran- lampirannya.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hutan (RKUPH) Tahun 2024 Periode Tahun 2017 — 2026 yang telah disetujui oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. SK.9835/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan
terdapat lampiran Peta Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 — 2026 dengan
Skala 1: 100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Lampiran peta Perubahan
RKUPH dibuat oleh GANISPH (Dhanny Indrawan, / No. Reg. 01220004720) dan
diketahui oleh Direktur Utama (Egi Prasetyo Hutomo) serta disetujui oleh a.n Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ir. Dida
Migfar Ridha, M.Si/ NIP. 19680510 199403 1 001).
Dalam dokumen SK Penetapan Perubahan RKUPH PT Surya Hutani Jaya periode
Tahun 2017 - 2026 telah ditetapkan antara lain :
a. Penataan areal Kerja PT Surya Hutani Jaya seluas +153.875 Ha terdiri atas
Kawasan Lindung seluas +31.639 Ha. dan areal Budidaya seluas +122.236 Ha.
b. Rencana kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan pada usulan
Perubahan RKUPH periode 2017-2026, yaitu:
1) Kegiatan penyiapan lahan penanaman secara kumulatif daur seluas £214.986

Ha. terdiri dari:

a) Areal Budidaya hutan tanaman dengan jenis Acacia sp. dan Eucalyotus sp.
Daur 4 tahun seluas £199.839 Ha.

b) Areal Budidaya Kemitraan Kehutanan dengan jenis Acacia sp. dan
Eucalyotus sp. Daur 4 tahun dan jenis lainnya yang selaras dengan
keinginan masyarakat dan sesuai ketentuan Seluas £15.147 Ha.

2) Rencana Pemanenan Kayu hasil tanaman jenis Acacia sp. dan Eucalyotus
sp. seluas £167.930 Ha dengan target produksi sebesar £15.397.475
m3.

Verifier
212a

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang
kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT vyang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

e Petarencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

Dokumen RKUPH

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hutan (RKUPH) Tahun 2024 Periode Tahun 2017 — 2026 yang telah disetujui oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. SK.9835/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan
terdapat lampiran Peta Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 — 2026 dengan
Skala 1 : 100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Lampiran peta Perubahan
RKUPH dibuat oleh GANISPH (Dhanny Indrawan, / No. Reg. 01220004720) dan
diketahui oleh Direktur Utama (Egi Prasetyo Hutomo) serta disetujui oleh a.n Menteri
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ir. Dida
Migfar Ridha, M.Si/ NIP. 19680510 199403 1 001).

Dokumen RKTPH

Pada rentang waktu audit (Juni 2024 s.d Mei 2026), dokumen RKTPH yang diverifikasi
yaitu RKTPH Tahun 2024 (perubahan pertama dan perubahan kedua), RKTPH Tahun
2025 dan RKTPH Tahun 2026 (termasuk perubahan), dengan uraian sebagai berikut:

»  Terdapat dokumen (buku) Perubahan RKTPH Tahun 2024 PT Surya Hutani Jaya
yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh
Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya (Egi Prasetyo Hutomo) melalui SK No.
SK.002/SRH/REV-RKT/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 dengan masa berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Buku Perubahan RKTPH Tahun 2024
dilengkapi dengan 2 lampiran peta yaitu a) Peta Rencana Penanaman RKTPH
Tahun 2024 skala 1 : 100.000 dan b) Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK dan
Penggunaan Jalan Angkutan RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 100.000. Kedua Peta
tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut (Dhanny Indrawan/ No. Reg. 01210004720)
dan disetujui oleh Direktur Utama (Egi Prasetyo Hutomo).

»  Terdapat dokumen (buku) Perubahan Kedua RKTPH Tahun 2024 PT Surya Hutani
Jaya yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan
oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya (Egi Prasetyo Hutomo) melalui SK No.
SK.003/SRH/REV-RKT/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dengan masa berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Buku Perubahan Kedua RKTPH
Tahun 2024 dilengkapi dengan 2 lampiran peta yaitu a) Peta Perubahan Rencana
Penanaman RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 100.000 dan b) Peta Perubahan
Rencana Pemanenan, TPn, TPK dan Penggunaan Jalan Angkutan RKTPH Tahun
2024 skala 1: 100.000. Kedua Peta tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut
(Dhanny Indrawan/ No. Reg. 01210004720) dan disetujui oleh Direktur Utama (Egi
Prasetyo Hutomo).

»  Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya yang disusun
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur Utama
PT Surya Hutani Jaya (Egi Prasetyo Hutomo) melalui SK No. SK.001/RKTPH-
SRH/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 dengan masa berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025. Buku RKTPH Tahun 2025 dilengkapi dengan 2
lampiran peta yaitu a) Peta Rencana Penanaman RKTPH Tahun 2025 skala 1 :
100.000 dan b) Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK dan Penggunaan Jalan
Angkutan RKTPH Tahun 2025 skala 1 : 100.000. Kedua Peta tersebut dibuat oleh
GANISPH Canhut (Dhanny Indrawan/ No. Reg. 01210004720) dan disetujui oleh
Direktur Utama (Egi Prasetyo Hutomo).

»  Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2026 PT Surya Hutani Jaya yang disusun
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur Utama
PT Surya Hutani Jaya (Egi Prasetyo Hutomo) melalui SK No. SK.001/RKTPH-
SRH/I/2026 tanggal 3 Januari 2026 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2026. Buku RKTPH Tahun 2026 dilengkapi dengan 2 lampiran peta
yaitu a) Peta Rencana Penanaman RKTPH Tahun 2026 skala 1 : 100.000 dan b)
Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK dan Penggunaan Jalan Angkutan RKTPH
Tahun 2026 skala 1 : 100.000. Kedua Peta tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut
(Dhanny Indrawan/ No. Reg. 01210004720) dan disetujui oleh Direktur Utama (Egi
Prasetyo Hutomo).

> Terdapat dokumen (buku) Perubahan RKTPH Tahun 2026 PT Surya Hutani Jaya
yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh
Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya (Egi Prasetyo Hutomo) melalui SK No.
SK.002/REV-RKTPH/SRH-SMD/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 dengan masa berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Buku Perubahan RKTPH Tahun 2026
dilengkapi dengan 2 lampiran peta yaitu a) Peta Revisi Rencana Penanaman
RKTPH Tahun 2026 skala 1 : 100.000 dan b) Peta Rencana Pemanenan, TPn,
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TPK dan Penggunaan Jalan Angkutan RKTPH Tahun 2026 skala 1 : 100.000.
Kedua Peta tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut (Dhanny Indrawan/ No. Reg.
01210004720) dan disetujui oleh Direktur Utama (Egi Prasetyo Hutomo). Adapun
target Perubahan RKTPH Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

a. Target Produksi Kayu THPB RKTPH 2026 total luas 17.100,97 Ha dan
Volume 855.401,31 m3 dengan rincian sbb :

- Akasia luas 261,37 Ha dengan volume 6.503,58 m?
- Ekaliptus luas 16.839,60 Ha dengan volume 848.897,73 m?

b. Target Produksi Kayu THPB Carry Over RKTPH Tahun 2026 total luas
11.274,26 Ha dan Volume 829.517,58 m? dengan rincian sbb : :

- Akasia luas 278,99 Ha dengan volume 11.108,82 m?
- Ekaliptus luas 10.995,27 Ha dengan volume 818.408,76 m?

c. Target Penanaman RKTPH Tahun 2026 seluas 23.618,51 Ha dengan rincian
sbb :

- Ekaliptus pada semak belukar atau tanah kosong seluas 6.369,32 Ha.
- Ekaliptus pada Hutan Tanaman seluas 17.249,19 Ha.

d. Target Penanaman Carry Over RKTPH Tahun 2026 seluas 15.205,56 Ha dengan
rincian :
- Ekaliptus pada Semak belukar atau tanah kosong seluas 3.260,26 Ha.
- Ekaliptus pada Hutan Tanaman seluas 11.945,30 Ha.

Verifier Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

221a

Nilai Memenuhi

Uraian a. Laporan Hasil Cruising (LHC) pada PBPH-HT PT Surya Hutani Jaya dimulai
singkat dari hasil pengolahan data pohon dari kegiatan Pre Harvest Inventory (PHI)
justifikasi dan Mid Rotation Inventory (MRI) pada petak kerja tebangan. PHI merupakan

kegiatan inventarisasi tanaman pada umur satu tahun sebelum penebangan
(T-1), sedangkan MRI merupakan kegiatan inventarisasi tanaman pada umur
36 bulan (3 tahun) setelah tanam. Intensitas sampling pada kegiatan PHI
yaitu sebesar 1% pada seluruh petak tanam dengan metode sistematik
random sampling.

Adapun kelengkapan Laporan Hasil Cruising (LHC) pada rentang waktu audit
yaitu :

- Laporan Inventarisasi PHI Tahun 2024 dan Tahun 2025

- Rekapitulasi Data Hasil Cruising/ Inventarisasi PHI intensitas sampling
1%.

- Peta Design Plot Inventory skala 1 : 10.000 untuk setiap masing-masing
petak

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada lokasi PHI di Blok

RKTPH 2026 yaitu :

- Pada Petak 06C/L38 RKTPH 2026 yang berada di Distrik Santan dijumpai
penandaan berupa pita kuning dengan informasi yaitu nomor petak,
nomor plot, tanggal inventarisasi, nomor pohon, tinggi pohon dan diameter
pohon.

- Pada Petak 31A/A44 RKTPH 2026 yang berada di Distrik Sebulu dijumpai
penandaan berupa pita kuning dengan informasi yaitu nomor petak,
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nomor plot, tanggal inventarisasi, nomor pohon, tinggi pohon dan diameter
pohon.

Verifier Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup
221b areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti
implementasinya di lapangan.
Nilai Memenuhi
Uraian a. Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PBPH PT Surya Hutani
singkat Jaya, berupa Lampiran Peta RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan
justifikasi RKTPH Tahun 2026 skala 1 : 100.000 memuat areal yang tidak boleh
ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu
Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Buffer Zone, Kelerangan “E” dan Fungsi
Ekosistem Gambut. Kawasan lindung tergambar di peta dengan warna
merah.
b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan
dilindungi, dijumpai penandaan batas yaitu :
- Tanda batas KPSL yang berbatasan dengan Blok RKTPH 2025, yang
penandaanya berupa seng plat warna kuning (tulisan PT SRH - batas
kawasan lindung) dan cat merah X;
- Tanda batas KPPN yang berbatasan dengan Blok RKTPH 2026, yang
penandaanya berupa seng plat warna kuning (tulisan PT SRH - batas
kawasan lindung) dan cat merah X;
- Tanda batas Sempadan Sungai Sendawan yang berbatasan dengan
Blok RKTPH 2025, yang penandaanya berupa seng plat warna kuning
(tulisan batas kawasan lindung) dan cat merah X.
Verifier Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
22.1.c implementasinya di lapangan.
Nilai Memenuhi
Uraian a. PT Surya Hutani Jaya memiliki lampiran peta rencana penanaman skala 1 : 50.000
singkat dan pemanenan skala 1: 100.000 pada RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025
justifikasi dan RKTPH Tahun 2026 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan

petak. Blok dan Petak RKT 2024, 2025, 2026 digambarkan pada peta berupa garis
tebal warna biru dan arsiran tegak lurus/ veritikal, sedangkan Blok dan Petak RKT
2024, 2025, 2026 Carry Over digambarkan pada peta berupa garis tebal warna biru
dan arsiran garis miring/ diagonal.

b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok
dan Petak RKT, diantaranya:

- Batas Blok RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 ditandai dengan plang/ sign board
dan cat merah polet 2;

- Batas Petak ditandai dengan pipa paralon 3 inch, tulisan cat merah dengan
informasi seperti nomor petak, zone, jenis tanaman, luas, tahun tanam dan
kode sertifikasi, diantara yaitu :

1) Batas Petak 44D/L38 RKTPH 2025;
Batas Petak 34A/L38 RKTPH 2025;
Batas Petak 90E/L37 RKTPH 2025;
Batas Petak 80A/L47 RKTPH 2025;
Batas Petak 90C/L37 RKTPH 2026;
Batas Petak 89B/L37 RKTPH 2026;

N
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7) Batas Petak 24E/A45 RKTPH 2026.

Verifier Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal

2.2.1.d penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.

Nilai Not Applicable

Uraian Bahwa sesuai Izin PBPH serta dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 periode

singkat 2017-2026, PBPH PT Surya Hutani Jaya merupakan pemegang PBPH dalam

justifikasi Hutan Produksi untuk budidaya hutan tanaman yang sudah tidak memanfaatkan
hasil hutan kayu tumbuh alami dalam mempersiapkan lahan untuk penanaman
Hutan budidaya. Seluruh kegiatan persiapan lahan penanaman hutan budidaya
diperoleh dari areal replanting dan semak belukar.
Berdasarkan telaah dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 periode 2017-
2026, dokumen RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 serta informasi PIC
VLHH, diverifkasi PBPH PT Surya Hutani Jaya dapat dipastikan tidak terdapat
pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan
untuk pembangunan hutan budidaya.
Dengan demikian verifier 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan atau Not Applicable
(N/A).

PRINSIP 3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang

3.1.1.a

Nilai Memenuhi

Uraian Buku Ukur dan LHP

§ingl$at . Pada periode audit (Juni 2024 s.d Mei 2026), PT Surya Hutani Jaya telah

justifikasi membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan

pemanenan kayu tanaman pada RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan

RKTPH Tahun 2026 dengan total sebanyak 756 set LHP dengan jumlah volume

sebesar 1.738.577,53 m3, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2024 (periode Juni s.d Desember 2024)
yaitu total sebanyak 226 set LHP dengan jumlah volume sebesar 507.811,96
m3;

b. Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2025 (periode Januari s.d Desember
2025) yaitu total sebanyak 382 set LHP dengan jumlah volume sebesar
868.799,22 m3;

c. Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2026 (periode Januari s.d Mei 2026)
yaitu total sebanyak 148 set LHP dengan jumlah volume sebesar 361.966,35
m3.

Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu

pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan

LHP pada RKT Tahun 2024, 2025 & 2026 telah sesuai dengan lokasi penerbitan

yaitu di TPK Hutan (RKT 2024, 2025 & 2026) yang telah ditetapkan oleh Direktur

Utama PT Surya Hutani Jaya (Egi Prasetyo Hutomo) sesuai yang tercantum

dalam Buku RKT. Penerbit LHP pada periode audit yaitu :

a. Pada RKT 2024 dan RKT 2025 diterbitkan oleh 4 (empat) personil GANISPH
PKB yaitu atas nama Widji Hariyanto dengan No. Register : 23220002865,
Muhammad Rapik dengan No. Register : 23230015602, Aripin Nur dengan
No. Register : 23220005825, Rudini dengan No. Register : 23220004462;
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b. Pada RKT 2026 diterbitkan oleh 2 (dua) personil GANISPH PKB vyaitu atas
nama :

a. Widji Hariyanto dengan No. Register : 23220002865 sesuai SK
Persetujuan GANISPH Nomor : 111223097 tanggal 20 Desember 2023,
berlaku s.d 25 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai
Penerbit LHP di Kab. Kutai Kartanegara dengan Nomor : 119833871659
tanggal 2 Januari 2024, berlaku s.d 25 November 2027;

b. Anang Abdul Aziz dengan No. Register : 23230015614 sesuai SK
Persetujuan GANISPH Nomor : 111223147 tanggal 27 Desember 2023,
berlaku s.d 27 Maret 2028 dan SK Penempatan GANISPH sebagai
Penerbit LHP di Kab. Kutai Timur dengan Nomor : 115575958620
tanggal 2 Januari 2024, berlaku s.d 27 Maret 2028;

Sarana dan Prasarana SIPUHH

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang
berada di lokasi PBPH PT Surya Hutani Jaya yaitu dijumpai diantaranya :

a. Petugas operator SIPUHH berjumlah 6 orang yaitu atas nama Widji
Hariyanto, Heri Wijayanto, Anang Abdul Aziz, Yoefrizer, Muh Amat Syafii dan
Akil Imran sesuai SK Penempatan GANISPH.

b. Pos TUK Km 38 : komputer, printer, dan jaringan internet (LAN dan Wifi
Starlink)

c. Region Office Km 38 : komputer, printer, dan jaringan internet (LAN dan Wifi
Starlink).

Pemeriksaan dan Kesesuaian Stock Kayu di lapangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada lokasi blok pemanenan yaitu di TPn Petak
06A/38, 06B/38, 04A1/44 dan 22A/44 RKTPH 2026 pada tumpukkan kayu (stapel
meter) jenis kayu Eucalyptus sp telah sesuai fisik dan jenisnya dengan label yang
terpasang pada tumpukan yang telah di LHP-kan. Selanjutnya juga tidak dijumpai
tumpukan kayu yang tercampur antara yang sudah di LHP-kan dengan yang
belum di LHP-kan, masing-masing tumpukan terpisah. Tumpukan kayu hasil
pemanenan kayu tanaman setelah diukur di lapangan dan dicatat pada buku ukur
dan langsung di LHP-kan pada hari yang sama, sehingga tidak ada penerbitan
LHP lewat pada periode bulan yang berbeda.

Dilakukan uji petik pada 7 tumpukan kayu (stapel meter) antara dokumen (LHP)
dengan pengukuran di lapangan, menunjukkan yaitu adanya perbedaan selisih
volume yang masih dapat diterima atau dibawah 10%.

Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
3.12a angkutan yang sah

Nilai Memenuhi

Uraian Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara

?iﬂgkat . PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di
justifikasi areal PBPH PT Surya Hutani Jaya yaitu lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026
berdasarkan SK RKTPH yang diterbitkan secara self approval melalui
aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya.
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b. Penetapan Lokasi TPK Antara Logpond Tanjung Karas berdasarkan SK.
Manager No. SK.010/SRH-SMD/11/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Diverifikasi pada rentang waktu audit simpul PUHH yaitu TPn/ TPK Hutan (Wil.

Kab. Kutai Kartanegara dan Wil. Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim) dan TPK Antara

Logpond Tanjung Karas (Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov.

Kaltim) dengan rute tujuan sebagai berikut :

a. Dari TPn/ TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Tanjung Karas
menggunakan logging truck/ tronton/ trintin dengan jarak kurang lebih 50 —
130 km;

b. Dari TPn/ TPK Hutan menuju Industri (PT Sarana Bina Semesta Alam)
mengunakan Tronton;

c. Dari TPK Antara Logpond Tanjung Karas menuju Industri menggunakan
Tongkang.

GANISPH Penerbit SKSHHK dan P3KB Periode Audit

Pada periode audit PT Surya Hutani Jaya telah menunjuk GANISPH PKB

sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui

SIGANISHUT, yaitu sebagai berikut :

a. Penerbit SKSHHK Hutan di Kab. Kutai Kartanegara ke TPK Antara Logpond
Tanjung Karas sebanyak 3 orang atas nama Heri Wijayanto dengan No.
Register : 23230017683, llham Januar Pratama dengan No. Register :
23220004437 dan Sugeng Sudarsono dengan No. Register : 23220004459;

b. Penerbit SKSHHK Hutan di Kab. Kutai Timur ke TPK Antara Logpond
Tanjung Karas sebanyak 3 orang atas nama Yoefrizer dengan No. Register :
23220004466, Arnold Rahim dengan No. Register : 23220004456 dan Galih
Rakasiwi dengan No. Register : 23220004469;

c. Penerbit SKSHHK di TPK Antara Logpond Tanjung Karas menuju Industri
atas nama Muh Amat Syafii dengan No. Register : 23220004585;

d. P3KB di TPK Antara Logpond Tanjung Karas Tahun 2024 & 2025 atas nama
Pujo Kuncoro dengan No. Register : 23230017755;

e. P3KB di TPK Antara Logpond Tanjung Karas Tahun 2026 atas nama Akil
Imran dengan No. Register : 23240021518.

Penerbitan Dokumen SKSHHK

Pada rentang waktu audit (Juni 2024 s.d Mei 2026), PT Surya Hutani Jaya telah

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen

SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu seperti

pada tabel berikut :

a. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond
Tanjung Karas dengan menggunakan Logging Truck/ Tronton/ Trintin yaitu
sebanyak 64.363 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar
1.751.599,30 m3;

b. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju Industri (PT Sarana
Bina Semesta Alam) dengan menggunakan Logging Tronton yaitu sebanyak
14 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 429,75 ms;

c. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Logpond Tanjung Karas
menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 430 set
dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 1.691.300,69 m?.

Penerbitan dokumen SKSHHK di lokasi TPK Hutan diterbitkan oleh 2 personil

yaitu Heri Wijayanto dengan No. Register : 23230017683 dan Yoefrizer dengan
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No. Register : 23220004466, sedangkan dokumen SKSHHK di Lokasi TPK
Antara Logpond Tanjung Karas diterbitkan oleh Muh Amat Syafii dengan No.
Register : 23220004585.

Dokumen SKSHHK Hutan tujuan ke TPK Antara Logpond diterima dan dimatikan
oleh GANISPH PKB atas nama Akil Imran dengan No. Register : 23240021518.
SKSHHK yang diterima dan dimatikan oleh GANISPH PKB tersebut telah
dibubuhi stempel “Telah Digunakan”, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VI
pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait
Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan.

Dokumen LMKB

Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKBK) pada periode audit
untuk lokasi TPK Hutan, dan TPK Antara Logpond Tanjung Karas, dengan rincian
stok kayu bulat kecil yaitu sebagai berikut :

No Uraian Stok Volume (M3) Keterangan
1 | Stok Awal 1 Juni 2024
a. TPK Hutan 55,543.73
b. TPK Antara Tanjung 14.29193
Karas
Total Stock Kayu 69,835.66

2 Penambahan LHP

Periode Juni - Desember (226 Set

a. LHP RKT Tahun 2024 507,811.96 LHP)
b. LHP RKT Tahun 2025 868.799.22 Periode Januari - Desember (382
Set LHP)
c. LHP RKT Tahun 2026 31,966.35 | oo vanuan - Mer (146 5t
Jumlah LHP 1,738,577.53 | 745 set LHP
3 | Pengurangan
DKDS

B. | Pengangkutan/Penjualan (Periode Juni 2024 s.d. Mei 2026)
TPK Hutan ke TPK Antara Tanjung

1,751,599.30

a. Pengangkutan di TPK Karas (64.363 Set SKSHHK)

Hutan 429,73 | TPK Hutan ke Industri PT SBSA
91 (14 Set SKSHHK)

b. Pengangkutan di TPK TPK Antara Tanjung Karas ke

Antara 1,691,30069 Industri (430 Set SKSHHK)
4 | Stok Akhir Kayu 31 Mei 2026

a. TPK Hutan 42,092.23

E.aLPSK Antara Tanjung 74,590 54

Total Stock Kayu 116,682.77

Uji Petik Dokumen Angkutan dengan Dokumen Realisasi Jual Beli Hasil
Hutan Kayu

Selanjutnya dilakukan uji petik terhadap dokumen angkutan (SKSHHK) tujuan
industri yang diterbitkan dengan dokumen jual beli/ invoice penjualan kayu pada
periode audit diverifikasi yaitu menunjukkan kesesuaian
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Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak
3.1.3.a pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
Nilai Memenuhi
Uraian Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda-tanda PUHH atas
singkat pemanenan kayu tanaman yaitu pada tumpukkan kayu yang di LHP-kan di lokasi
justifikasi TPn pada Blok RKT 2026 berupa label plastik ekolin warna merah dengan

informasi yang berisi antara lain :

a. No. Tumpukkan

b. No.LHP

c. No. Petak/ Zone

d. RKT

e. Jenis Kayu

f. Panjang

g. Lebar

h. Tinggi

i.  Tanggal Ukur

j. Vol. Staple Meter

k. Kontraktor

l.  Kode Sertifikasi

PT SRH memiliki software Woodtracking dalam hal pencatatan tata usaha kayu

dari blok pemanenan dari TPn/ TPK Hutan menuju ke TPK Antara Logpond

sampai tujuan industri. Diverifikasi PT SRH telah memiliki sistem yang

memudahkan dalam hal penelusuran/ lacak balak sampai ke petak tebangan.
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
3.2.1a
Nilai Memenuhi
Uraian a. Pada periode audit (Juni 2024 s.d Mei 2026) diverifikasi realisasi produksi atas
singkat pemanenen kayu tanaman (LHP) yaitu sebanyak 1.738.577,53 m3 terdiri dari
justifikasi realisasi RKTPH 2024 (Juni — Desember) sebesar 507.811,96 m3, realisasi

RKTPH 2025 (Januari — Desember) sebesar 868.799,22 m3 dan realisasi
RKTPH 2026 (Januari — Mei) sebesar 361.966,35 m3. Terhadap jumlah
volume tersebut telah diterbitkan kode billing tagihan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) atas kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) secara online melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-
SIMPONI). Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total kewajiban
pembayaran PSDH atas total volume 1.738.577,53 m3 adalah sebesar Rp.
17.5637.972.161.

b. Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanenan kayu tanaman periode
audit telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti
Penerimaan Negara (BPN) PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan
transfer dari Bank Sinarmas yaitu senilai Rp. 17.537.972.161.

Berdasarkan pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Surya Hutani Jaya,

diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban

dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat
tunggakan PNBP.
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Verifier
3.31

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi
awal)

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL)
dengan Nomor 004.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda
SVLK yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya sesuai dengan Surat
Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK Nomor : SP/02-SRH/VII-
2023/Leg.2 tanggal 21 Juli 2023. Diverifikasi Sertifikat PHL PT Surya Hutani Jaya
ditetapkan tanggal 12 Oktober 2024 dengan Predikat BAIK dan berlaku 6 tahun
dari tanggal 12 Oktober 2024 s.d. 11 Oktober 2030.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan
Nomor : Sustainable PHL-64-01-0003 yang terbubuh pada dokumen SKSHHK,
yang merupkan dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan sampai dengan ke
industri.

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman
Penggunaan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Verifier
411

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan
Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Ringkasan Eksekutif, RKL dan
RPL atas nama PT Surya Hutani Jaya di Kabupaten Dati Il Kutai Timur dan
Kutai Kartanegara Provinsi Dati | Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan
Januari 1995 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen
Kehutanan dengan Nomor: 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.
Pada dokumen ini dijelaksan tentang tujuan dan keguanaan studi, ruang
lingkup ANDAL, Metodologi, Deskripsi, rencana kegiatan pengusahaan hutan
tanaman industri, rona lingkungan hidup awal, dampak yang diperkirakan
timbul, dan evaluasi dampak penting dan penanganannya.

b. Pada dokumen AMDAL ini disebutkan bahwa prakiraan dampak yang
mungkin timbul akibat pengelolaan hutannya adalah meliputi Aspek Fisik
Kimia, Aspek Biologi, Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat.

c. Selanjutnya sebagai kelengkapan dokumen AMDAL, PT Surya Hutani Jaya
memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat
AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19
Januari 1995. Dengan tujuan sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL) selain itu sebagai pedoman manajemen guna
menanggulangi dan mengendalikan dampak negative serta mengembangkan
dampak positif secara terpadu dan terencana.

Verifier
412.a

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
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Nilai Memenuhi

Uraian PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana

singkat Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen Analisis Dampak

iustifikasi Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen

Justilikasl Kehutanan, Nomor: 10/DJ- VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.

Verifier Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-

41.2.b kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai
dengan matrik

Nilai Memenuhi

Uraian PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak

singkat penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam Laporan

justifikasi Pelaksanaan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6

bulan sekali dan selama periode audit laporan yang tersedia yaitu Laporan
Pelaksanaan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester | &
Il tahun 2024 dan Semester | & Il tahun 2025.

Laporan pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
telah disampaikan melalui online via Sistem Informasi Pelaporan Elektronik
Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai dengan Tanda Terima Elektronik (TTE),
dengan rincian sebagai berikut :

Pelaporan SIMPEL
No Periode Ket
Waktu ) No. ID TTE Waktu Cetak
Penyampaian TTE
1 Semester | 19-06-2024 1721100888-3022 16-07-2024 | Sesuai tata
Tahun 2024 waktu
2 Semester || 17-12-2024 1721100715-3022 16-07-2024 | Sesuai tata
Tahun 2024 waktu
3 Semester | 25-06-2025 1753948200-3022 31-07-2025 Sesuai tata
Tahun 2025 waktu
4 Semester || 31-12-2025 1771923644-3022 24-02-2026 | Sesuai tata
Tahun 2025 waktu

Penyampaian pelaporan pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan
lingkungan Semester | dan Il Tahun 2024, Semester | dan Il Tahun 2025 telah
sesuai dengan tata waktunya.

Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang dijumpai di lapangan
yang dilakukan secara sampling yaitu diantaranya :

a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung KPSL
dan Sempadan Sungai Sendawan yang berbatasan dengan Blok RKTPH
2025 yang penandaanya berupa seng plat warna kuning (tulisan PT SRH -
batas kawasan lindung) dan cat merah X;

b. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung KPPN
yang berbatasan dengan Blok RKTPH 2026 yang penandaanya berupa seng
plat warna kuning (tulisan PT SRH - batas kawasan lindung) dan cat merah
X
c. Pemasangan plang himbauan/ larangan membuang sampah, meracun,
menyetrum, berburu, menebangn pohon dan membakar lahan di kawasan

lindung sempadan sungai sendawan dan DPSL;

d. Pemasangan plang himbauan/ larangan dilarang berburu satwa dilindungi
yang di pasang di areal kawasan lindung KPSL;
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Pemasangan plang himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang
dipasang di areal kawasan lindung KPSL;
Pemantauan kebakaran hutan dan lahan dengan adanya sarana Menara Api
sebanyak 10 menara yang tersebar di Distrik Sebulu sebanyak 4 menara, di
Distrik Muara Bengkal sebanyak 4 menara dan di Distrik Santan sebanyak 2
menara, sampling di lokasi Distrik Santan pada koordinat N 00 13’ 35,816" E
11707 0,99” dan lokasi Distrik Sebulu pada koordinat N 00 1’ 53,739” E 1170
74,797
. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan dengan adanya CCTV dengan
jangkauan 10 km sebanyak 4 pcs yang berada di Region Office 38, Distrik
Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bengkal;
Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer di Distrik
Santan, Sebulu dan Muara Bengkal;
Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Alat Automatic Weather
Station (AWS) yang terpasang di basecamp Distrik Sebulu dan Distrik Muara
Bengkal;
Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dengan menggunakan stik ukur yang
dipasang pada S. Sendawan dan S. Mao;
Pemantauan Debit Air sungai dan sedimentasi sungai di S. Sendawan dan S.
Mao;
Pemantauan laju erosi dengan stik erosi di lokasi Petak 025A/L47 RKT 2025
dan Petak 20C1/A34 RKT 2025;
. Pemantauan kualitas air (parameter fisik dan kimia) melalui uji Laboratorium
bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan PT KehatiLab Indonesia pada
12 lokasi diantaranya Sungai Menamang Kanan (Inlet & Outlet), Sungai
Menamang Kiri (Inlet & Outlet), Sungai Sedulang (inlet), Sungai Sebulu (Inlet
& Outlet), Sungai Keting, Sungai Camp 38, Sungai Sendawan, Sungai Beluhi
dan Anak Sungai Santan;
Pemantauan kualitas tanah terkait kesuburan tanah yang dilakukan oleh
team R&D yang dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan parameter yang
dipantau yaitu kandungan pH, N, P, K, Ca, Mg dan Residu Pestisida;
Pemantauan kualitas Udara Ambient melalui uji Laboratorium bekerjasama
dengan dengan Laboratorium Lingkungan PT KehatiLab Indonesia yang
dilakukan 6 bulan di 4 (empat) lokasi yaitu Simpang 4 Camp 23 Muara
Bengkal, Simpang 4 Camp 32 Sebulu, Simpang 4 Office Region, Simpang 4
Jalan Hauling;
Pemantauan Tingkat Kebisingan melalui melalui uji Laboratorium
bekerjasama dengan dengan Laboratorium Lingkungan PT KehatiLab
Indonesia yang dilakukan 6 bulan di 5 (lima) lokasi yaitu pemukiman Ruang
Genset RND, Ruang Genset Camp 30 Santan, Ruang Genset Camp 23,
Ruang Genset Camp 32 Sebulu dan Ruang Genset 38 Region;
Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang
waktu audit yaitu berupa 1) bantuan bbm; 2) bantuan dana hari besar agama
dan acara adat; dan 3) bantuan dana HUT RI di Desa dan Kecamatan
sekitar.
PT Surya Hutani Jaya telah membentuk Brigade Dalkarhutla melalui SK
Direktur Utama dan dilampiri dengan Struktur Organisasinya. Diverifikasi regu
inti dalkarhutla berjumlah 6 Regu Inti dengan total 90 personil, masing-
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masing regu berjumlah 15 personil dengan 1 diantaranya kepala regu.
Adapun 6 regu tersebut tersebar masing-masing 2 regu di Distrik Sebulu,
Santan dan Muara Bengkal. Seluruh personil dalam regu inti dalkarhutla PT
SRH telah memiliki kualifikasi atau telah memiliki sertifikat pelatihan
manggala agni.

s. Berdasarkan daftar list sarpras RPK PT Surya Hutani Jaya terdiri dari sarana
pencegahan dan sarana pemadaman karhutla meliputi a) sarana
penyadartahuan atau kampanye pencegahan : 12 item; b) sarana keteknikan
pencegahan : 3 item; ¢) sarana pengelolaan kanal pada gambut : - ; d)
sarana posko Krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan : 15 item; €)
sarana peringatan dini karhutla : 8 item; f) sarana deteksi dini karhutla : 7
item; g) perlengkapan pribadi : 14 item; h) perlengkapan regu : 7 item; i)
peralatan tangan : 11 item; j) peralatan mekanis : 14 item; k) kendaraan
khusus pemadam : 2 item; I) sarana pengolah data : 5 item; m) alat
transportasi regu : 3 item; n) sarpras lainnya : 13 item.

PRINSIP 5

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Verifier
51.1.a

Pedoman/prosedur K3

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

PT Surya Hutani Jaya telah melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian
resiko dalam pencegahan kecelakaan kerja untuk masing-masing bagian/
departemen mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan
pemanenan dan pemuatan kayu berdasarkan dokumen Hazard Identification,
Assessment of Risk and Opportunities (HIARO).
Selanjutnya PT Surya Hutani Jaya memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 13 (tiga belas) judul. Seluruh
SOP terkait K3 dibuat oleh Dept Head dan diperiksa oleh Kepala HTI serta
disetujui oleh Direktur.
Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
500.15.18.5/2044/DTKT-IIl tanggal 29 April 2024 tentang Pengesahan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Surya Hutani Jaya. Surat
Keputusan ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 April 2024 oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; H. Rozani
Erawadi, SH. MSi. NIP. 19710124 199703 1 007.
Strukur Organisasi P2K3 PT Surya Hutani Jaya, sebagai berikut :

o Ketua : Dadan Herman Darusman

o Wakil Ketua  : Rahmat Kartiko Bayu Aji

o Sekretaris : Ragil Kasianto Niti Putro

e Anggota : sebanyak 28 orang

Verifier
511.b

Ketersediaan peralatan K3

Nilai

Memenuhi
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Uraian
singkat
justifikasi

PT Surya Hutani Jaya memiliki daftar list peralatan K3 periode Mei 2026 pada lokasi
Region Office 38, Distrik Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bengkal yang masing-
masing terdiri dari 31 item diantaranya APAR, kotak P3K, sepatu safety, helm safety, dll.
Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilakukan dengan metode sampling
diantaranya :

1) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain
kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare
part dan sebagainnya di areal Basecamp Distrik Santan, Distrik Muara Bengkal
maupun Distrik Sebulu.

2) Tersedia APD berupa Helm, rompi, Masker, Sepatu safety. Hasil pengamatan
lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada
saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.

3) Kotak P3K yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan,
Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainnya di
areal Basecamp Distrik Santan, Distrik Muara Bengkal maupun Distrik Sebulu.

4) Terdapat fasilitas Klinik di RO Km 38, sedangkan POS P3K berada Basecamp
Distrik Santan, Distrik Muara Bengkal maupun Distrik Sebulu.

5) Pemasangan rambu rambu keselamatan berupa rambu himbauan dan larangan di
areal Distrik Santan, Distrik Muara Bengkal maupun Distrik Sebulu.

6) Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor.

Verifier
51.1.¢c

Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Surya Hutani Jaya telah memiliki laporan P2K3 yang memuat catatan/
laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap triwulan. Ketersediaan laporan
P2K3 pada periode audit yaitu laporan P2K3 periode Triwulan Il, Il & IV tahun
2024 dan Triwulan I, 11, 1ll & IV periode 2025. Laporan P2K3 tersebut telah
dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur, dibuktikan dengan adanya tanda terima yang di
tandatangani dan stempel oleh Disnakertrans Prov. Kaltim.

b. Selain itu terdapat rekap laporan catatan kecelakaan kerja periode Januari —
Mei 2026. Untuk Tahun 2026 laporan P2K3 dilakukan per semester/ 6 bulan
sekali dan akan dilaporkan pada bulan Juli 2026.

c. Pada rentang audit tercatat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 38 kejadian
terdiri dari 10 kejadian kategori Lost Time Injurry (LTI), 22 kejadian Medical
Treatment (MT) dan 6 kejadian kategori First Aid. Kejadian tersebut dapat
ditangani oleh dokter klinik di RO 38 dan paramedis POS P3K yang berada
disetiap Distrik.

d. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
di lingkungan kerja PBPH PT Surya Hutani Jaya antara lain:

- Program K3 setiap bulan dan tahun berupa HS Perform dan dilaporkan ke
Jakarta (terdiri 34 program) sebagai indikator implementasi K3.

- Kepada karyawan baru, karyawan kontraktor baru dan tamu diberikan
induksi untuk pemahaman tentang pentingnya K3.

- Inspeksi lapangan penggunaan APD secara berkala.
- Fasilitasi penyediaan keperluan peralatan APD.
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- Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3
yang telah ditetapkan Management dengan melakukan breefing secara
periodik.

- Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja
- Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3.

- Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu
jalan

Verifier
5.21

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Didalam lingkungan kerja PT Surya Hutani Jaya terdapat kepengurusan

Serikat Pekerja, yaitu Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo PT
Surya Hutani Jaya (PUK SP KAHUTINDO PT Surya Hutani Jaya).

b. Diverifikasi PUK SP Kahutindo PT Surya Hutani Jaya Periode 2024 - 2027,

telah tercatat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara No. B-
278/DISTRANSNAKER/500.15.13.1/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal
pencatatan Serikat Pekerja/ serikat buruh dengan bukti pencatatan Nomor :
500/9/SP/7/2024 tanggal 24 JuLi 2024. Adapun susunan Pengurus Unit Kerja
Serikat Pekerja Kahutindo PT Surya Hutani Jaya Kec. Muara Kaman Kab.
Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Ketua . Zulkhair

Wakil Ketua . Ragil Kasianto Niti Putro
Sekretaris . Agung Prabowo
Bendahara . Pipit Rosyadi

Kabid Bid. Hukum dan Advokasi . Havier T. Situmorang
Kabid Bid. Pemberdayaan Perempuan :  Melly Santi

c. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT Surya Hutani Jaya
diperoleh informasi bahwa karyawan sudah mengetahui adanya serikat
pekerja di lingkungan kerja perusahaan

Verifier
5.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

yang merupakan hasil pembahasan bersama antara Manajemen PT Surya
Hutani Jaya dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo PT Surya
Hutani Jaya (PUK SP Kahutindo PT Surya Hutani Jaya), yang memuat hak dan
kewajiban karyawan.

Dokumen PKB PT Surya Hutani Jaya periode 2024 — 2026 telah disahkan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
SK Nomor : KEP.500.15.12.1/6810/B.PHI&JAMSOSTEK/2024 tanggal 12
November 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor :
6/PKB/BPHI&JSTK/2024 dan berlaku sejak tanggal 18 September 2024 s.d 17
September 2026.
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